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Kata Pengantar

EcoNusa Foundation atau Yayasan Ekosistim Nusantara Berkelanjutan merupakan organisasi 
nirlaba yang bertujuan mengangkat dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam 
yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karenanya, EcoNusa mendukung 
pembangunan kapasitas masyarakat madani, bekerja sama dengan masyarakat untuk 
mengembangkan strategi-strategi yang relevan dan fasilitasi berbagai upaya untuk advokasi, 
kampanye, komunikasi, dan pelibatan pemangku kepentingan. EcoNusa mempromosikan 
dialog antar pemangku kepentingan untuk semakin mengedepankan perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta untuk mengangkat keadilan, konservasi, 
dan transparansi.

Kima, merupakan salah satu spesies kerang raksasa yang memiliki peran penting tidak hanya 
menjadi penyeimbang ekosistem terumbu karang, tetapi juga berperan dalam pelestarian 
nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Mirisnya, saat ini spesies kima menghadapi 
banyak ancaman seperti penangkapan berlebihan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim 
yang telah berdampak signifikan terhadap penurunan populasi kima secara drastis. 

Dengan latar belakang urgensi konservasi spesies kima, Yayasan EcoNusa bekerja sama dengan 
peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) 
melakukan penelitian bersama untuk mengangkat upaya perlindungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya kima yang dilakukan oleh masyarakat adat 
di Kampung Manyaifun. Pendekatan pengelolaan melalui kearifan lokal ini menjadi contoh 
baik dalam upaya konservasi tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga memberikan 
manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Bustar Maitar
CEO EcoNusa
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Potensi Konservasi Kima
Berbasis Masyarakat di Kampung Manyaifun
Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Ringkasan

Kima (giant clam) merupakan kerang raksasa yang dilindungi di seluruh dunia, termasuk juga di 
Indonesia. Dari berbagai laporan yang dianalisis, Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora atau Konvensi Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar 
(CITES) menerbitkan kajian penurunan populasi kima hingga kemudian ditetapkan terdaftar dalam 
Appendix II. Selain itu kima dikategorikan sebagai spesies rentan menurut Daftar Merah IUCN. 
Pemerintah Indonesia kemudian mengatur perlindungan kima melalui payung hukum Undang-
Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
Ketetapan jenis kima yang dilindungi terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P. 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 
dan Satwa yang Dilindungi, yang menyatakan dua jenis kima yang dilindungi,  antara lain  Kima 
Tapak Kuda (Hippopus-hippopus) dan Kima China (Hippopus porcellanus).

Di Indonesia, upaya konservasi jenis flora d an f auna m empunyai t antangan t ersendiri d alam 
pelaksanaannya. Peran masyarakat setempat sangat penting dan sangat diperlukan untuk menjaga 
keseimbangan sumber daya, termasuk untuk melakukan upaya perlindungan secara simultan. 
Implementasi bersama berbasis masyarakat yang bersifat top-down dan bottom-up dapat berkontribusi 
pada pengelolaan sumber daya perikanan yang efisien.

Upaya pelestarian ini mendapat respon positif dari masyarakat global, melalui inisiatif konservasi 
untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan 
melibatkan masyarakat setempat. Model perlindungan ini dikenal sebagai upaya konservasi berbasis 
kawasan efektif lainnya atau Other Effective A rea-Based C onservation M easure ( OECM). K onsep 
tersebut dianggap sebagai solusi untuk konservasi yang ramah bagi ekosistem dan keanekaragaman 
hayati. OECM juga memberi manusia akses terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan 
untuk memenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu. Sejumlah area yang tercakup dalam OECM 
memberikan alternatif untuk kawasan lindung tradisional, seperti kearifan lokal. OECM diharapkan 
dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keanekaragaman hayati dan manusia melalui inovasi 
dan struktur tata kelola yang inklusif di Kampung Manyaifun.
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Kampung Manyaifun terletak di Pulau Manyaifun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja 
Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Di sana masyarakat setempat memiliki ikatan budaya berupa 
hukum adat yang kuat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut. 
Mayoritas penduduk berasal dari suku/etnis Biak Beteu atau Beser Raja Ampat, sementara sisanya 
para pendatang. 

Upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya kerang kima di Kampung Manyaifun 
secara berkelanjutan oleh masyarakat adat berdasar pada kearifan lokal. Mengacu pada pemahaman 
masyarakat, kearifan lokal merupakan istilah umum yang dipakai oleh sebagian besar masyarakat adat 
di Maluku dan Papua. Makna lainnya yaitu sebagai salah satu bentuk pengetahuan ekologi masyarakat 
yang bersifat tradisional (traditional ecological knowledge) dan diturunkan dari generasi ke generasi, 
berupa “larangan” untuk mengambil sumber daya hayati di habitat alami (daratan atau lautan) dalam 
batas waktu tertentu. Peraturan diberlakukan dengan pemberian tanda tertentu pada lokasi yang 
dilarang, memiliki ketentuan pranata sosial/norma/hukum secara mengikat pada masyarakat adat.

Saat ini, ancaman terhadap kima di Kampung Manyaifun cukup tinggi. Hal ini diduga karena terjadi 
krisis sumber daya alam, serta pengabaian kearifan lokal seiring meningkatnya kunjungan wisata, 
pengembangan industri wisata, dan permintaan sektor pariwisata. Situasi itu semakin kuat karena 
lemahnya posisi masyarakat adat dalam kebijakan yang ada, sementara kegiatan wisata di area terumbu 
karang yang merupakan habitat kima semakin masif karena menjadi destinasi  wisata favorit. Berbagai 
kondisi tersebut telah direspon oleh pemerintah dan pihak masyarakat setempat. Respon dibutuhkan 
untuk memitigasi dan mengurangi tekanan-tekanan yang ada, serta mengembalikan perubahan status 
yang terjadi. 

Perairan pesisir Pulau Manyaifun secara ekologi terbentuk mengikuti topografi dasar laut pada zona 
litoral, sub litoral hingga batial. Morfologi perairan Manyaifun sangat bervariasi antara lain terdapat 
reef flate, yaitu daerah terumbu karang yang relatif rata, memiliki paparan terumbu karang yang 
rentan terhadap kondisi surut air laut, di mana terjadi peralihan komunitas. Terdapat juga zona reef 
crest (Gudus), yang merupakan bagian terumbu yang mempertemukan rataan terumbu dan tubir. 
Kondisi lain di perairan neritik Manyaifun terdapat bentuk kontur reef slope (tubir). Daerah ini 
ditemui terumbu yang berupa lereng yang landai dengan tingkat kecuraman yang tinggi. Zona ini 
menghubungkan bagian terumbu karang hingga ke dasar laut. 

Kondisi perairan berpengaruh terhadap daur hidup organisme dan menjadi faktor pembatas organisme 
dalam mempertahankan kehidupan, perkembangan/daerah asuhan, tingkat reproduksi, dan tingkat 
kompetisi di perairan. Suhu di perairan Manyaifun berada di rentang 26,7–36,5°C. Sedangkan nilai 
pH di perairannya berada pada rentang 7,14–8,10. Nilai DO di Perairan Manyaifun menunjukan 
rentang DO 4,6–8,6 mg/L. 
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Hasil nilai-nilai tersebut menunjukan baku mutu perairan cukup bagi spesies kima untuk dapat hidup 
dengan baik. Sedangkan, rentang nilai salinitas pada Pulau Manyaifun berada di kisaran 35,0–35,5% 
yang menunjukan masih berada dalam rentang nilai optimum untuk pertumbuhan kima.

Pulau Manyaifun memiliki enam jenis kima, yatu spesies Tridacna derasa (Roding, 1798), Tridacna 
gigas (Linnaeus, 1758), Tridacna crocea (Lamarck, 1819), Tridacna maxima (Roding, 1798), Tridacna 
squamosa (Lamarck, 1819), dan Hippopus hippopus (Linnaeus, 1758). Jenis-jenis tersebut menyebar di 
sekitar area mangrove, homestay, pelabuhan, permukiman, daerah bekas homestay, dan area di wilayah 
barat daya Pulau Manyaifun. 

Nilai kepadatan populasi kerang kima (Tridacnidae) di bagian barat daya Pulau Manyaifun di dekat 
permukiman penduduk dan homestay diketahui lebih banyak. Jenis kima yang ditemukan ada sebanyak 
lima spesies di antaranya, Tridacna crocea, T. Maxima, T. Squamosa, T. Derasa dan Hippopus-hippopus 
dengan total kepadatan sebesar 2.200 ind/ha. Sementara indeks keanekaragaman menunjukkan nilai 
rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan adanya dominansi jenis dari rendah hingga tinggi dan 
kondisi yang merata. Kondisi ini kurang baik di dalam struktur komunikasi suatu biota atau ekosistem.

Masyarakat Kampung Manyaifun juga punya persepsi tersendiri terhadap kima. Masyarakat sangat 
mengetahui tingginya potensi kima (Tridacnidae). Itu sebab mereka setuju untuk menerapkan upaya 
keberlanjutan sumber daya kerang kima (Tridacnidae) yang mencakup kawasan ekosistem pesisir dan 
laut di Kampung Manyaifun. Selain itu, keterlibatan generasi muda (millennial) dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan kerang kima (Tridacnidae) dan sumber daya ikan lain di Kampung Manyaifun 
dianggap sangat penting. Sementara kearifan lokal perlindungan kerang kima (Tridacnidae) dan SDI 
lain sangat penting dilaksanakan. 

Kondisi tersebut menjadi modalitas masyarakat untuk mengelola kima dan kawasan perairannya 
secara bersamaan. Sejarah kuat adat dan bentuk pengelolaan berdasarkan keyakinan dan pengetahuan 
lokal dapat dibangkitkan menjadi aturan-aturan yang mengikat berdasarkan kesepakatan yang ada. 
Pengelolaan berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sendiri yang menentukan kebutuhan, tujuan, 
aspirasi, serta membuat keputusan demi kesejahteraannya pada sistem pengelolaan ini. Meskipun 
demikian, sistem kelembagaan perlu dibentuk baik secara struktur dan fungsional.  
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Kima (giant clam) merupakan bivalvia atau kerang terbesar di dunia yang hidup tersebar luas di 
kawasan Indo-Pasifik tropis dan umumnya berada di sekitar kawasan terumbu karang (Copland dan 
Lucas 1988; Knop 1996; Wells 1997; Bin-Othman et al. 2010). Kima terdiri dari dua genus yakni, 
Tridacna dan Hippopus. Ada dua belas spesies kima yang diakui di dunia, terbagi ke dalam dua genus. 
Pertama adalah genus Tridacna (T. gigas, T. derasa, T. noae, T. crocea, T. lorenzi, T. mbalavuana, T. 
rosewateri, T. maxima, T. squamosa, T. squamosina); dan kedua yakni genus Hippopus (H. hippopus, 
H. porcellanus) (Rippe, 2024). Dari dua belas spesies kima yang ada tersebut, delapan di antaranya 
ditemukan di Indonesia (Lucas 1988; Pasaribu 1988; Ambariyanto 2009; Yusuf et al. 2012; Neo et 
al., 2017). 

Penampilan kima sangat mencolok karena jaringan mantel terbuka dan berwarna cerah. Usia kima 
rata-rata mencapai setengah abad dan bahkan lebih. Peran ekologi kima sangat penting dalam 
ekosistem terumbu karang dan menjadi sumber pendapatan bagi komunitas pesisir. Semua spesies 
kima berukuran jauh lebih besar ketimbang kebanyakan bivalvia lainnya.   
 
Stok kima menurun drastis dalam 10 hingga 20 tahun terakhir akibat pemanfaatan yang berlebihan. 
Daging kima banyak dikonsumsi serta cangkangnya menjadi produk aksesoris yang sangat laris. 
Sementara, terus bertumbuhnya peminat akuarium, juga memicu masifnya perdagangan kima hidup 
di pasar global. Penilaian terhadap sembilan spesies kima pada tahun 1996, IUCN menetapkan T. 
gigas, T. rosewateri, T. derasa dan T. mbalavuana sebagai spesies terancam atau vulnerable. Selanjutnya 
T. maxima, H. porcellanus, T. squamosa dan H. hippopus terdaftar sebagai spesies dengan risiko lebih 
rendah/tergantung pada konservasi (Lower Risk/conservation dependent). Sementara T. crocea terdaftar 
sebagai spesies dengan risiko lebih rendah/sedikit mengkhawatirkan (Lower Risk/ least concern). Taksa 
terbesar yang diperdagangkan adalah T. maxima dan T. crocea dalam keadaan hidup (live); serta T. 
gigas untuk diambil cangkang dan dagingnya (Pavitt 2021). 

Daging kerang biasa dikonsumsi masyarakat pesisir Indonesia dalam bentuk produk makanan kering 
atau asin (Panggabean 1987). Namun tingkat konsumsi kima menurun di beberapa tempat karena 
adanya larangan penangkapan dan bertumbuhnya budi daya rumput laut sebagai aktivitas alternatif 
(Firdausy dan Tisdell 1992). Selain itu, cangkang kima dimanfaatkan untuk membuat ornamen 
(Pasaribu, 1988) dan dijadikan bahan baku keramik di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali 
(Romimohtarto et al. 1987).

Penurunan stok kima mendorong dilakukannya perlindungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia 
(Findra et al. 2017). Sementara ada juga kepentingan lain atau minat yang tinggi terhadap kima untuk 
keperluan riset dalam upaya inovasi teknologi marikultur kerang yang sukses (Wells 1997).

1. Kima?
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Di samping itu, ada ancaman terhadap habitat di mana pada area ini banyakt penggunaan bahan 
peledak, penangkapan ikan berlebih dan masuknya nutrisi serta sedimen ke perairan akibat deforestasi 
dan pembukaan lahan untuk permukiman (Larsen et al, 2011). 

Dari sejumlah persoalan kima di atas, mengatasi krisis ekologi tentu tidak semata persoalan teknis, 
tetapi juga perlu mempelajari jejak dan perkembangan spiritual manusia, pandangan hidupnya, 
kesadaran terhadap alam dan perilaku ekologisnya yang menempatkan alam sebagai basis kehidupan 
jangka panjang (Jung 2010; Utina 2012). Peran masyarakat setempat juga menjadi sangat penting dan 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan sumber daya dengan melakukan upaya perlindungan secara 
simultan. 

Beberapa wilayah, seperti di Kampung Manyaifun, Raja Ampat, sudah menerapkan perlindungan 
terhadap Sumber Daya Ikan (SDI), termasuk kima dengan menggunakan konsep adat dan tradisi 
yang mengacu pada kepercayaan leluhur termasuk menjaga lokasi yang dianggap sakral atau mengikat. 
Implementasi bersama dari tindakan berbasis masyarakat yang bersifat top-down dan bottom-up dapat 
berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan yang efisien (Wynsberge et al. 2013).

Upaya pelestarian biodiversitas yang turut dijalankan aktor non pemerintah terlihat melalui 
inisiatif konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara 
berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat setempat. Inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari 
masyarakat global (Garcia et al. 2022; Maini et al. 2023). Tanggapan positif yang mempertimbangkan 
aspek konservasi dan pelibatan masyarakat terwujud dalam konsep perlindungan Tindakan Konservasi 
Berbasis Kawasan Efektif lainnya atau Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) 
(IUCN 2023). 

Konsep kebijakan tersebut dinilai sebagai pilihan untuk konservasi yang inklusif serta ramah bagi 
ekosistem dan keanekaragaman hayati. OECM dalam kajian ini merupakan opsi pengaturan area 
melalui pengelolaan yang efektif, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap sumber daya 
alam secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan di sisi lain tetap mendukung perlindungan 
keanekaragaman hayati. Area-area yang tercakup dalam OECM memberikan alternatif untuk kawasan 
lindung tradisional, seperti kearifan lokal (Wynsberge et al. 2013; Estradivari et al. 2022). OECM 
diharapkan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi keanekaragaman hayati dan manusia melalui 
inovasi dan struktur tata kelola yang inklusif di Kampung Manyaifun.
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Lokasi penelitian ini berada di Kampung Manyaifun, yang merupakan Ibu Kota Distrik Waigeo 
Barat, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya (Gambar 1). Terletak pada koordinat 0° 31’ 84.42” 
–  0° 34’ 50.45” Lintang Selatan dan 130° 18’ 29.79” – 130° 22’ 91.72” Bujur Timur. Secara geografis 
berbatasan bagian timur dengan Pulau Batang Pele, bagian barat dengan Pulau Jui, bagian selatan 
berbatasan dengan Kepulauan Meosmanggara; dan bagian utara dengan perairan Raja Ampat. 

Kampung Manyaifun memiliki luas 736,12 ha dan dihuni oleh lebih dari 65 kepala keluarga (Data 
Potensi Kampung 2023). Masyarakat setempat memiliki ikatan budaya lokal berupa hukum adat 
dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut (Dikimara 2017).

Mayoritas penduduk, yaitu 73,58%, berasal dari suku/etnis Biak Beteu atau Beser Raja Ampat, 
sementara sisanya merupakan pendatang. Di sana ada dua agama utama yang dianut, antara lain Islam 
dan Kristen Protestan. Mereka hidup harmonis sejak awal generasi leluhur hingga kini. Profesi yang 
paling banyak digeluti adalah nelayan dan peladang, kemudian disusul profesi yang berkaitan dengan 
wisata bahari seperti pengusaha homestay dan pemandu wisata.

Mayoritas nelayannya merupakan nelayan tradisional dan sebagian kecil mencoba mencari nafkah 
sebagai pembudidaya ikan. Wilayah tangkap nelayan berada pada kawasan ekosistem pesisir seperti 
area mangrove, padang lamun dan terumbu karang.          

Gambar 1. Pulau Manyaifun, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya
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Secara geografis, Kampung Manyaifun berafiliasi langsung dengan kawasan konservasi perairan yang 
dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebelumnya status kawasan ini masuk dalam Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat. Namun saat 
ini daerah itu dikelola sebagai Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya 
(KKKRALS) dengan status sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) melalui Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi 
Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja 
Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. 

Pengelolaan dan pemanfaatan kima secara berkelanjutan perlu mempertimbangkan jumlah ketersediaan 
sumber daya di habitat alaminya dengan besaran pemanfaatan yang diambil oleh masyarakat 
(Rabiyanti et al. 2019; Ariyani dan Kismartini 2017). Di sisi lain, perlu upaya untuk menghubungkan 
pemanfaatan berbasis kearifan lokal yang telah berkembang sejak lama dalam masyarakat Manyaifun 
sebagai pemilik sumber daya (local owner resources).

Permasalahan yang ada saat ini, informasi berkaitan dengan jenis, kesehatan perairan, distribusi, 
dan kelimpahan sumber daya tersebut masih belum banyak diketahui. Selain itu, penerapan konsep 
kearifan lokal pada tinjauan pengelolaan kerang kima di Kampung Manyaifun juga belum banyak 
dilakukan. Beberapa wilayah di Timur Indonesia yang mempraktikkan bentuk pengelolaan dan 
pemanfaatan berdasarkan pengetahuan ekologi secara tradisional telah membuktikan bahwa berbagai 
upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap keberadaan sumber daya alam.

Tekanan terhadap kima di Kampung Manyaifun saat ini cukup tinggi. Hal ini diperkirakan karena 
adanya krisis sumber daya alam, tradisi kearifan lokal semakin memudar, masifnya kunjungan wisata, 
pengembangan industri wisata, dan tingginya permintaan pada sektor wisata di sana. Situasi ini makin 
menguat karena lemahnya posisi masyarakat adat dalam kebijakan yang ada serta intensitas kegiatan 
wisata di area terumbu karang yang merupakan habitat kima.

Terumbu karang merupakan tujuan wisata favorit di Raja Ampat. Berbagai kondisi tersebut telah 
direspon oleh pemerintah dan pihak masyarakat setempat. Respon dibutuhkan untuk memitigasi dan 
mengurangi tekanan-tekanan yang ada, serta mengembalikan perubahan status yang terjadi. 

Upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya kima di Kampung Manyaifun 
secara berkelanjutan berbasis masyarakat adat dilakukan melalui penerapan konsep kearifan lokal 
(Wynsberge et al. 2013; Estradivari et al. 2022).
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Mengacu pada pemahaman masyarakat, kearifan lokal merupakan istilah umum yang dipakai oleh 
sebagian besar masyarakat adat di Maluku dan Papua (Dikimara 2017). Makna lainnya yaitu sebagai 
salah satu bentuk pengetahuan ekologi masyarakat yang bersifat tradisional (traditional ecological 
knowledge) dan diturunkan dari generasi ke generasi, yang berupa “larangan” untuk mengambil sumber 
daya hayati di habitat alami (daratan atau lautan) dalam batas waktu tertentu. Diberlakukan dengan 
pemberian tanda tertentu pada lokasi yang dilarang, memiliki ketentuan pranata sosial/norma/hukum 
secara mengikat pada masyarakat adat (McLeod et al. 2009). Aturan sosial berupa larangan untuk 
mengambil hasil hutan atau hasil laut pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu disebut 
dengan sasi.
  

Oleh karena itu, potensi pengelolaan sumber daya kima dan relevansinya dengan praktik konservasi 
berbasis masyarakat perlu dipahami di Pulau Manyaifun, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Lebih 
terperinci, profil kondisi kerang kima di habitat alami, persepsi masyarakat terhadap konservasi kima 
yang berpotensi sebagai area konservasi berbasis masyarakat, dan peran masyarakat adat Kampung 
Manyaifun, Raja Ampat untuk keberlanjutan sumber daya pesisir dan lautan perlu diketahui lebih 
dalam.
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2. Kima dan Konservasi Kawasan 

Kima (Tridacnidae) merupakan hewan yang tergolong dalam kelas Bivalvia dengan ciri khas 
tubuh bercangkang lunak. Kima hidup pada substrat berpasir di daerah ekosistem terumbu 
karang (Niwasdita et al. 2020). Ukuran kima yang cenderung besar menyebabkan spesies ini 
lebih dikenal sebagai kerang raksasa (giant clams). Kima hidup di perairan tropis berkarang dan 
memiliki cara hidup dengan merekatkan cangkang (byssus) pada substrat hingga kedalaman 20 
m. Genus Tridacnidae menempelkan atau membenamkan cangkangnya pada jenis substrat yang 
keras seperti karang dan bebatuan.

Sementara itu, genus Hippopus membenamkan cangkangnya pada substrat pasir (Setiawan et al. 
2021). Kegiatan eksploitasi berlebihan menjadi ancaman nyata, terlebih kima merupakan biota 
yang cenderung tidak banyak bergerak dan tidak menyebar. Setelah menjadi individu dewasa, 
kima tidak mampu bergerak. Populasi kima tidak dapat bereproduksi dengan sukses ketika 
jumlah kima terlalu jarang (bin Othman, Goh, Todd, 2010; Teitelbaum dan Friedman 2008).
 
Jumlah populasi yang terus menyusut mendorong kima dimasukkan ke dalam daftar Appendix II 
di Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau Konvensi 
mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar (CITES) (1983). Lalu  tiga belas tahun 
kemudian kima masuk dalam kategori spesies rentan menurut Daftar Merah IUCN (1996). Status 
ini ditentukan karena sejumlah soal, seperti meningkatnya tekanan ekologis, adanya penurunan 
jumlah, dan pemulihan yang lambat akibat penangkapan yang berlebihan dan tidak terkendali 
(Rivanda et al. 2020) serta peningkatan permintaan pasar dunia (Susiana et al. 2017).

Ada dua ketentuan internasional utama dalam pengaturan perlindungan dan pemanfaatan spesies 
yang dilindungi, yakni kesepakatan CITES yang disusun pada tahun 1973 dan Daftar Merah 
Spesies yang Terancam Punah (Red List of Threatened Species) IUCN. Pada kedua ketentuan 
tersebut, satwa-satwa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dari yang tertinggi jumlahnya, 
terancam punah hingga dipantau populasinya. CITES mengklasifikasikan spesies ke dalam tiga 
kelas spesies yang dibagi ke dalam tiga kategori utama, yakni Appendix I, II dan III (Non-Appendix). 
Setiap kategori spesies dibedakan aturan-aturan pengendaliannya sebagai berikut:  

Spesies Appendix I (Kategori I) mencakup spesies-spesies terancam punah yang termasuk 
dalam kategori genting (critically endangered/CR), sebagian rentan (vulnerable/VU) serta 
dalam bahaya kepunahan (endangered/ EN) dan punah di alam (extinct in the wild).

a.

Status Perlindungan Kima

21Potensi Konservasi Kima Berbasis Masyarakat di Kampung Manyaifun, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya



Spesies Appendix II (Kategori II) mencakup spesies-spesies yang belum dalam keadaan 
terancam punah. Namun, apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka 
akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori rentan atau 
IUCN (vulnerable/VU) dan near threatened/ NT.

Spesies Non-Appendix (Kategori III) mencakup spesies dengan populasi melimpah, yang 
merujuk pada IUCN merupakan kategori Least Concerned (LC) dengan tingkat pemanfaatan 
tinggi. Sehingga, cukup memerlukan pemantauan dalam pemanfaatan.

Karena terjadi penurunan populasi, pada tahun 1985 seluruh kima famili Tridacnidae 
diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Appendix II CITES. Appendix II mencakup spesies 
yang tidak terancam punah pada saat ini, akan tetapi dapat menjadi terancam punah 
terkecuali perdagangannya diatur (Wijnstekers 1995). Masuk kategori Appendix II, kima 
masih boleh diperdagangkan, dengan syarat izin ekspor menyesuaikan dengan syarat-syarat 
yang telah ditetapkan. T. gigas dan T. derasa terdaftar pada tahun 1983 dan sisa anggota famili 
Tridacnidae lainnya didaftarkan pada tahun 1985 (Wynsberge et al. 2013).  

Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan konvensi CITES. Pemerintah 
Indonesia mengatur perlindungan spesies dan pengelolaan kawasan konservasi dalam UU 
No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang 
mengatur pengelompokan jenis satwa ke dalam dua kategori, yakni satwa dilindungi dan 
satwa yang tidak dilindungi. Upaya perlindungan kima dimulai dari diterbitkannya Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/Kpts/II/1987, yang diperkuat dengan Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang  Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang 
memasukkan ketujuh jenis kima Tridacna gigas, T. maxima, T. squamosa, T. crocea, T. derasa, 
Hippoppus hippoppus, dan H. porcelanus yang hidup di Indonesia menjadi fauna yang 
dilindungi. Seluruh bentuk pemanfaatan kima, seperti penangkapan dan perdagangan tidak 
diperbolehkan kecuali hasil dari penangkaran (Ambariyanto 2007; Rabiyanti 2019; Lesmana 
dan Wahyudin 2016). Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kenyataan bahwa populasi 
kima di alam sudah sangat menurun terutama disebabkan oleh pemanfaatan manusia (Sadili 
et al. 2015). 

Upaya perlindungan terhadap tujuh spesies kima yang ada di Indonesia mengalami 
perubahan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 92 
Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 

b.

c.
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dan Satwa yang Dilindungi, yang telah mengeluarkan lima jenis kerang kima dari daftar 
satwa yang dilindungi dan menyisakan dua jenis kima yang dilindungi yaitu: Kima Tapak 
Kuda (Hippopus hippopus) dan Kima China (Hippopus porcellanus).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 diubah kembali 
melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, namun tidak terdapat perubahan pada jenis kima 
yang dilindungi. Jenis kima lain yang teridentifikasi sebarannya adalah T. noae atau kima 
raksasa noah (Triandiza 2023), sehingga secara keseluruhan terdapat sebaran delapan jenis 
kima di Indonesia. Status delapan jenis kima tersebut dapat dilihat melalui Sistem Database 
Konservasi atau https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/index.  

Melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, 
terdapat dua kategori jenis ikan, yakni a. jenis ikan yang dilindungi; b. jenis ikan yang tidak 
dilindungi (Pasal 23 Ayat 1). Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: a. terancam punah; b. langka; c. daerah penyebaran terbatas 
(endemik); d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau e. 
tingkat kemampuan reproduksi yang rendah (Pasal 23 Ayat 2). Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2007 merupakan aturan pelaksana Pasal 13 UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 yakni 
dalam rangka pengelolaan SDI melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi 
genetika ikan (Gambar 2).

Selain mengatur perlindungan jenis ikan, PP 60 Tahun 2007 memandatkan KKP untuk 
menetapkan kawasan konservasi perairan yang terdiri dari taman nasional perairan, 
taman wisata perairan, suaka alam perairan dan suaka perikanan (Pasal 8); dan juga untuk 
menetapkan status perlindungan jenis ikan tertentu (Pasal 24 Ayat 1) yang mencakup jenis 
ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi (terancam punah; langka; daerah 
penyebaran terbatas (endemik); terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara 
drastis; dan/atau tingkat kemampuan reproduksi yang rendah) (Pasal 23). 
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Sumber: Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 
dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 61/Permen KP/2018 
tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam 
Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
 
Selanjutnya kategori perlindungan jenis ikan diatur berdasarkan Pengaturan konservasi 
Sumber Daya Ikan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia No. 61/Permen KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang 
Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Kima yang tercantum sebagai 
Appendiks II CITES adalah spesies atau Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, 
namun dapat terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan. 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  No. 61/PermenKP/2018 Pasal 1 Ayat 6 dan 7 
menyebutkan terdapat dua jenis perlindungan jenis ikan, yakni: perlindungan penuh dan 
perlindungan terbatas. Perlindungan penuh adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang 
dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau 
seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. 

Selanjutnya, perlindungan terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan 
berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau 
sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Status perlindungan delapan jenis kima di Indonesia 
menurut aturan pemerintah, CITES dan IUCN dapat dilihat pada Tabel 1.  

Jenis Ikan
Berdasarkan

Status 

Jenis Ikan
Yang

Dilindungi 

Jenis Ikan
Yang

Tidak Dilindungi

Jenis Ikan
Berdasarkan

Status 

Jenis Ikan
Berdasarkan

Status 

Gambar 2.      Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelompokan Jenis Ikan

Berdasarkan Status Perlindungan 
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No. Nama 
Spesies

Nama Lokal Status Regulasi Kategori 
CITES

Kategori IUCN

1 Hippopus 
hippopus 

Kima Tapak 
Kuda

Dilindungi 
penuh

Permen LHK 
No. P.106 
Tahun 2018

Appendix II Risiko Lebih 
Rendah/ tergantung 
pada upaya 
konservasi (Lower 
Risk/conservation 
dependent)

2 Hippopus 
porcellanus

Kima Cina Dilindungi 
penuh

Permen LHK 
No. P.106 
Tahun 2018

Appendix II Risiko Lebih 
Rendah/ tergantung 
pada upaya 
konservasi (Lower 
Risk/conservation 
dependent)

3 Tridacna 
crocea

Kima Kunia - - Appendix II Risiko Lebih 
Rendah/ sedikit 
mengkhawatirkan 
(Lower Risk/ least 
concern).

4 Tridacna 
derasa

Kima Selatan - - Appendix II Vulnerable/ Terancam

5 Tridacna gigas Kima Raksasa - - Appendix II Vulnerable/ Terancam

6 Tridacna 
maxima

Kima Kecil - - Appendix II Risiko Lebih 
Rendah/ tergantung 
pada upaya 
konservasi (Lower 
Risk/conservation 
dependent)

7 Tridacna 
squamosa

Kima Sisik - - Appendix II Risiko Lebih 
Rendah/ tergantung 
pada upaya 
konservasi (Lower 
Risk/conservation 
dependent)

8 Tridacna noae Kima Raksasa 
Noah

- - Appendix II -

Tabel 1. Jenis Kima yang Menjadi Prioritas Konservasi di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Sistem Database Konservasi (Sidako) KKHL KKP, IUCN Red List,
Pavitt (2021) dan Wells (1997)
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Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) 

Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) merupakan konsep atau Tindakan Konservasi 
Berbasis Area yang Efektif Lainnya pertama kali diangkat dalam kebijakan global pada tahun 2010 
pada CBD COP 10 atau Conference of the Parties on the Convention on Biological Diversity (CBD). 
OECM diakui secara resmi melalui CBD sebagai bagian dari Tujuan 11 Aichi dalam Rencana Strategis 
untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020 (Woodley, S., et al. 2012; KLHK 2020).  Kemudian 
OECM diberi definisi resmi pada tahun 2018 oleh CBD COP 14 melalui Keputusan Nomor 14/8 
yang menyebutkan “A geographically defined area other than a Protected Area, which is governed and 
managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in-situ conservation of 
biodiversity, with associated ecosystem functions and services and where applicable, cultural, spiritual, 
socio–economic, and other locally relevant values.” Berdasarkan definisi tersebut, OECM merujuk pada 
area yang bukan merupakan kawasan lindung (Protected Areas/ PAs), akan tetapi mempunyai manfaat 
dalam melestarikan keanekaragaman hayati serta ekosistem alami. 

Perbedaan utama antara OECM dan Kawasan Lindung (PAs) adalah, konservasi tidak perlu menjadi 
tujuan utama OECM selama konservasi merupakan hasil yang dicapai. Sehingga, OECM dipandang 
sebagai cara untuk mencapai target konservasi berbasis area dan dianggap mampu menekan 
berkurangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan untuk PAs, konservasi harus menjadi tujuan utama. 
OECM dipandang mampu memberi peluang pelestarian pada lebih banyak kawasan dengan beragam 
tipe tata kelola dan manajemen. Meski demikian, OECM dan PAs merupakan dua hal yang berbeda 
atau berdiri sendiri. Hal ini dipandang penting untuk disadari guna menghindari penghitungan ganda 
(Jonas, H dan MacKinnon, K 2017).  

Tren terkini di mana bumi semakin rentan dengan krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, 
PAs dan OECMs menjadi solusi berbasis area dan berbasis alam yang sama-sama penting sebagai 
respon terhadap dua krisis tersebut (MacKinnon et al. 2019). PAs maupun OECM dilihat berpeluang 
membantu melindungi area dari perubahan penggunaan lahan dan area laut, dengan catatan area 
tersebut dikelola dengan baik. Keduanya dianggap dapat melindungi area yang kaya akan karbon, 
dan area dengan kapasitas alami untuk  mengatasi dampak iklim (Kettunen et al. 2021). PAs maupun 
OECM diharapkan dapat menghasilkan konservasi in-situ jangka panjang, termasuk OECM dalam 
bentuk kawasan konservasi laut yang didirikan secara tradisional maupun secara adat (Tranter et al. 
2022), serta diharapkan dapat menghasilkan konservasi keanekaragaman hayati dan berkelanjutan.  

Perbedaan mencolok antara OECM dengan area konservasi biasa (seperti taman nasional dan hutan 
lindung) adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi di suatu area sebagaimana 
tercakup pada definisi OECM yang dikembangkan UNCBD. Praktik OECM dapat meningkatkan 
partisipasi dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat adat dan komunitas lokal) untuk ikut 
berkontribusi dalam pengelolaan area OECM secara berkelanjutan (Ihsan et al. 2020).
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OECM sebagai sebuah produk kebijakan memungkinkan pelibatan berbagai jenis wilayah yang 
berkontribusi penting dalam pengelolaan pesisir dan laut, pelestarian biodiversitas, termasuk kawasan 
adat yang dijaga oleh masyarakat, wilayah perikanan yang dikelola secara lestari dan seterusnya. 
Walaupun status perlindungan area ini berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi OECM telah diakui 
sebagai upaya global untuk memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem (Leverington, F. et al. 
2010). 
 
CBD bertujuan memberi arahan terhadap konservasi keanekaragaman hayati, mendorong pemanfaatan 
berkelanjutan dari komponen-komponennya, serta pembagian manfaat yang adil dan merata dari 
pemanfaatan sumber daya genetik. CBD COP 15 yang diselenggarakan pada bulan Desember 
2022, negara-negara mengadopsi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Kerangka Kerja 
Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal) menuju pemulihan alam pada tahun 2030 dan 
visi hidup berdampingan dengan alam pada tahun 2050.

Kerangka kerja ini terdiri dari 4 Tujuan dan 23 Target. OECM secara spesifik ditetapkan pada Target 
3 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yang menyatakan, “Ensure and enable that 
by 2030 at least 30 % of terrestrial, inland water, and of coastal and marine areas, especially areas of 
particular importance for biodiversity and ecosystem functions and services, are effectively conserved and 
managed through ecologically representative, well-connected and equitably governed systems of protected 
areas and other effective area-based conservation measures, recognizing indigenous and traditional territories, 
where applicable, and integrated into wider landscapes, seascapes and the ocean, while ensuring that any 
sustainable use, where appropriate in such areas, is fully consistent with conservation outcomes, recognizing 
and respecting the rights of indigenous peoples and local communities, including over their traditional 
territories,” (Gambar 3). 

Target 3 tersebut dikenal dengan sebutan “30 by 30” karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi 
30% dari area daratan dan laut secara global pada tahun 2030. Angka target ditentukan berdasarkan studi 
ilmiah sebagai persentase minimum yang diperlukan untuk mencapai hasil konservasi keanekaragaman 
hayati, di samping itu kualitas area yang dilindungi juga perlu diperhatikan. (Woodley et al., 2019; 
Gurney et al., 2021).

Selain itu, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework merupakan respon terhadap Global 
Assessment Report of Biodiversity and Ecosystem Services yang diterbitkan Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), edisi kelima dari Global Biodiversity Outlook, 
dan berbagai dokumen ilmiah lainnya yang menunjukkan bahwa,  berbagai upaya konservasi sedang 
dilakukan. Keanekaragaman hayati mengalami penurunan di seluruh dunia dengan tingkat yang 
belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.
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CBD COP 
10  di Jepang 
menyepakati 20 
Target atau Aichi 
Target. 

OECM pertama 
kali disebut pada 
konferensi tsb, 
secara spesifik 
berada pada 
Target 11 di 
bawah Strategic 
Goal C:

Tahun 2020, 17% 
area terestrial dan 
perairan darat,
10% area pesisir 
laut dikonservasi 
melalui PAs dan 
OECM.  

Indonesian 
Biodiversity 
Strategy and 
Action Plan 
(IBSAP) 2015-
2020. 

Target 11 IBSAP 
diperuntukkan 
untuk pemenuhan 
Aichi Target 11:

Target Nasional 
11 mencakup 
sasaran perluasan 
kawasan 
konservasi laut 20 
juta ha. 

CBD COP 14 di 
Mesir mengadopsi 
OECM dengan 
memberi 
penekanan yang 
lebih terang 
sebagaimana 
ditetapkan pada  
CBD Decision 
No. 14/8. 

COB CBD 15 
menyepakati 
Kunming-
Montreal Global 
Biodiversity 
Framework. 

Target 3:
30% area 
terestrial, perairan 
daratan dan pesisir 
laut dikonservasi 
pada 2030 (30 by 
30) 

Perluasan Kawasan 
Konservasi 32,5 
juta ha (2030) 
dan 97,5 juta ha  
(2045)   

Perlu intervensi 
target Indonesia 
30x45

Tidak cukup 
dari Kawasan 
Konservasi formal

Meningkatnya atensi global community dan Pemerintah Nasional terhadap perlindungan 
biodiversitas dan keberpihakan pada inklusifitas pengelolaan kawasan konservasi

Gambar 3. Transformasi Kebijakan Konservasi di Indonesia

Merujuk pada transformasi kebijakan konservasi global, dekade ini merupakan dekade penentu 
bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati global. Hal itu ditandai dengan meningkatnya perhatian 
global atas Gerakan 30x30–sebuah inisiatif yang bertujuan melindungi 30% dari planet bumi pada 
tahun 2030 (Gambar 2). Para pihak dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menyatakan 
komitmen terhadap target ini, di mana negara-negara G7 memberikan komitmen terhadap target 
yang sudah dikembangkan lebih dari 50 negara (Gurney 2021).
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Selanjutnya FAO mendefinisikan OECM sebagai langkah pengelolaan dan/atau tindakan konservasi 
yang ditetapkan dan didefinisikan secara spasial selain kawasan lindung, yang menghasilkan hasil 
biodiversitas in situ yang positif dan jangka panjang, di luar dari pada hasil perikanan yang diinginkan. 
Sementara IUCN mendefinisikan OECM sebagai are konservasi jangka panjang dan efektif dipandang 
penting dalam melaksanakan peran konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan lindung (Tabel 
2). Meski demikian, OECM relatif baru, sehingga masih akan terus berkembang dengan hadirnya 
beragam perspektif yang memerlukan klarifikasi. FAO dan IUCN turut serta dalam merundingkan 
pedoman OECM, sehingga konsep kebijakan tersebut masih terus berkembang.

OECM, meski telah diperkenalkan lebih dari satu dekade yang lalu, masih merupakan konsep 
kebijakan konservasi yang terbilang baru dan masih dinamis pengembangannya. Dalam upaya 
membantu negara-negara mengidentifikasi dan menetapkan OECM, Kelompok Spesialis OECM 
dari World Commission on Protected Areas’ (WCPA’s) di bawah International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) menerbitkan sebuah laporan teknis pada tahun 2019 dan merilis alat penilaian area 
OECM pada bulan Mei 2022. Terdapat beberapa elemen definisi OECM yang perlu diperhatikan, 
yakni: (1) selain Kawasan Lindung (other than a Protected Area); (2) Area yang didefinisikan secara 
geografis (geographically defined area); (3) Diatur (governed); (4) Dikelola (managed); (5) Hasil positif 
(positive outcomes); (6) Berkelanjutan dalam jangka panjang (sustained long term); (7) Konservasi in-situ 
keanekaragaman hayati (in-situ conservation of biodiversity); (8) Keanekaragaman hayati (biodiversity); 
(9) Fungi dan jasa ekosistem (ecosystem functions and services), dan (10) Nilai-nilai budaya, spiritual, 
sosial-ekonomi, dan nilai lokal lainnya (cultural, spiritual, socio–economic, and other locally relevant 
values) (IUCN WCPA, 2019). 

Berikut adalah Alat Penilai Area yang dikembangkan WCPN IUCN yang diperbaharui (versi 3.0 
2023, masih dalam pengembangan-red). Teks pada baris hijau muda merupakan penanda kriteria 
penyaringan dan teks pada baris hijau tua adalah kriteria penilaian lengkap (lihat Tabel 3).

Tabel 2. Definisi OECM menurut IUCN, UNCBD dan FAO

IUCN UNCBD FAO

OECMs are areas that are 
achieving the long term and 
effective in-situ conservation 
of biodiversity outside of 
protected areas (iucn.org)

A geographically defined area other 
than a Protected Area, which is 
governed and managed in ways 
that achieve positive and sustained 
long term outcomes for the in situ 
conservation of biodiversity, with 
associated ecosystem functions and 
services and, where applicable, 
cultural, spiritual, socioeconomic, 
and other locally relevant values. 
(CBD, 2018b, para. 2)

OECMs are established, spatially de-
fined management and/or conserva-
tion measures other than protected ar-
eas, which produce positive, long-term 
and in situ biodiversity outcomes, in 
addition to the intended fishery out-
comes (FAO, 2022)
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Tabel 3. Kriteria Penilaian Area OECM (OECM Site Assessment Tool)

Terdapat tiga tahapan proses, dalam penerapan Alat Penilai Area OECM. Pertama, tahapan screening 
dimulai menggunakan piranti atau dua kriteria di awal dalam rangka mengidentifikasi apakah suatu 
lokasi dapat menjadi OECM potensial, di mana suatu kawasan PA tidak dapat menjadi kawasan 
OECM. Meski demikian, sebuah kawasan OECM tetap harus mendukung nilai biodiversitas penting 
(important biodiversity value). Pada tahapan screening tersebut, aspek terkait biodiversitas tidak 
perlu dikonfirmasi. Kedua, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 
atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari otoritas pengelola dan pemegang hak perlu 
diperoleh sebelum terlaksananya penilaian lengkap. Mereka memiliki hak untuk memberikan atau 
tidak memberikan persetujuan atas rencana kegiatan yang akan berdampak pada masyarakat sendiri 
ataupun wilayah dan SDA di tempat mereka hidup. 

Definisi OECM menurut CBD COP, merupakan kawasan yang secara geografis di luar kawasan 
konservasi (protected area) yang diatur. Sehingga, suatu area OECM merupakan area dengan 
status geografis yang jelas. Selain itu, area OECM dikelola untuk memperoleh dampak positif dan 
berkelanjutan dari keanekaragaman (biodiversitas) kawasan in-situ. OECM juga mencakup inisiatif 
yang menggabungkan hukum adat dengan pengelolaan tradisional yang sudah berlangsung secara 
turun-temurun di Indonesia (Tranter et al. 2022). Ada perbedaan antara kawasan konservasi (protected 
area) dan OECM. Kawasan konservasi harus memiliki kawasan/objek primer untuk tujuan konservasi 
(primary conservation objective), sedangkan kawasan potensial OECM ditentukan berdasarkan 
pengelolaan in-situ yang efektif terhadap biodiversitas.

Kriteria

1. Lokasi tersebut bukan merupakan area yang dilindungi (Protected Areas/ PA)

2. Ada kemungkinan yang wajar bahwa lokasi tersebut kemungkinan mendukung nilai biodiversitas 
yang penting

3. Lokasi merupakan area yang terdefinisi secara geografis

4. Lokasi dipastikan mendukung nilai biodiversitas yang penting

5. Ada institusi atau mekanisme yang mengatur dan mengelola lokasi

6. Tata kelola dan manajemen lokasi mencapai atau diharapkan mencapai konservasi in situ dari nilai 
biodiversitas yang penting

7. Konservasi in situ dari nilai biodiversitas yang penting diharapkan dapat berlangsung dalam jangka 
panjang

8. Pengaturan tata kelola dan manajemen mempertimbangkan isu-isu keadilan
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Area OECM juga berkaitan dengan nilai lokal, nilai kultural, nilai spiritual, maupun nilai sosial-
ekonomi. Berdasarkan IUCN, area OECM dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: konservasi primer, 
konservasi sekunder, dan konservasi tambahan. 

• Konservasi Primer (Primary Conservation) merupakan area yang secara IUCN memenuhi 
kriteria sebagai kawasan lindung, tetapi tidak ditetapkan sebagai area konservasi.

• Konservasi Sekunder (Secondary Conservation) merupakan kawasan yang melakukan kegiatan 
pengelolaan konservasi, walaupun bukan sebagai tujuan utamanya. Contoh, pengelolaan 
dan perlindungan yang dilakukan di daerah aliran sungai dan mendukung perlindungan 
keanekaragaman hayati, meskipun tujuan awal pengelolaan tidak khusus untuk konservasi.

• Konservasi Tambahan (Ancillary Conservation) merupakan kawasan yang menjadikan konservasi 
in-situ sebagai produk tambahan dari pengelolaan area tersebut. Contoh, perlindungan 
peninggalan kapal karam peninggalan perang di Perairan Banten, Pulau Natuna, dan Morotai.

Pada 2016, Indonesia telah mengadopsi Target Aichi 11 melalui Indonesian Biodiversity Strategy and 
Action Plan (IBSAP) 2015-2020 Target Nasional 11 yakni “Realisasi pemeliharaan dan peningkatan 
berkelanjutan kawasan konservasi” dan menargetkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 20 
juta ha. “Kawasan konservasi” yang dimaksud mengacu pada taman nasional dan jenis kawasan 
terlindungi lainnya, dan bukan OECM, di Indonesia. Akan tetapi, Target Nasional 11 disusun dan 
diselaraskan dengan Target Aichi 11. Pada 2023, Indonesia memiliki kawasan konservasi dengan 
cakupan daratan dan perairan pedalaman sebesar 12,17% dan cakupan laut sebesar 3,06% dengan 
733 kawasan terlindungi dan 0 OECM (UNEP-WCMC, 2023). 

Strategi nasional yang ada dalam mengidentifikasi adalah OECM dengan tajuk “MPA Vision 2030 
and Roadmap to MPA Management: Securing 10% of marine waters in Indonesia towards biodiversity 
protection and sustainable use” yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia (KKP) pada tahun 2020. Laporan tersebut menyatakan pada saat itu belum ada mekanisme 
untuk mengakui OECM di Indonesia. Sehingga saat ini masih perlu dikembangkan dan pada saat 
penelitian ini dilaksanakan, masih berlangsung penyusunan definisi dan kriteria untuk OECM 
dalam konteks Indonesia.      
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Community-Based Management (CBM) sebagai Pendekatan Pengelolaan 

Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat atau Community-Based Management (CBM) didefinisikan 
sebagai strategi untuk mencapai pembangunan yang berfokus pada manusia, di mana keputusan terkait 
pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan pada suatu daerah diambil oleh organisasi-organisasi 
yang ada di masyarakat wilayah tersebut. Menurut Hasani (2014), masyarakat diberi kesempatan 
dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Masyarakat sendiri yang 
menentukan kebutuhan, tujuan, aspirasi, serta membuat keputusan demi kesejahteraannya pada 
sistem pengelolaan ini.

Kali pertama pendekatan kawasan laut yang dikelola secara lokal diperkenalkan di Indonesia sebagai 
solusi terhadap ancaman menurunnya sumber daya laut pada tahun 2003. Hal tersebut juga memicu 
banyak bermunculan suatu organisasi lokal untuk mengelola Kawasan laut, terutama di wilayah 
Indonesia bagian timur. Tujuan awal organisasi tersebut dibentuk untuk menciptakan dan berbagi 
model pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan adil untuk wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur. Hal itu mencakup penguatan lembaga lokal, 
dukungan terhadap kegiatan konservasi berbasis masyarakat, bantuan kepada masyarakat untuk 
menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan pengembangan program pendidikan 
lingkungan yang relevan secara lokal (UNDP 2012).

Carter (1996) mendefinisikan Community-Based Resource Management (CBRM) sebagai strategi untuk 
mencapai pembangunan yang berfokus pada manusia, di mana keputusan mengenai pemanfaatan 
sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah diambil oleh organisasi-organisasi yang ada di 
masyarakat setempat. Menurutnya, konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat memiliki 
beberapa aspek positif, di antaranya: (1) Mendorong pemerataan dalam pengelolaan sumber daya 
alam; (2) Mencerminkan kebutuhan-kebutuhan spesifik masyarakat lokal; (3) Meningkatkan manfaat 
bagi seluruh anggota masyarakat; (4) Meningkatkan efisiensi secara ekonomis dan teknis; (5) Responsif 
dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) Menumbuhkan stabilitas dan 
komitmen; serta (7) Memotivasi masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya laut yang mengedepankan kaidah konservasi berbasis 
masyarakat adalah tradisi alam laut yang diatur melalui sebuah peraturan (Setiyono 2016). Terdapat 
beberapa bentuk pengelolaan sumber daya bersifat tradisi di wilayah pesisir seperti sasi di Papua dan 
Maluku (Hasani 2014). Sasi memberi peluang bagi biota dan tanaman tertentu untuk bertumbuh 
tanpa diganggu dalam jangka waktu tertentu dan memberikan lebih banyak hasil. Sementara sasi di 
kawasan perairan Raja Ampat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dengan potensi konservasi. 
(Mansoben 2003; Thorburn 2000).  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh McLeod et al. (2009) di daerah ini menunjukkan bahwa desa-
desa yang masih mempertahankan praktik sasi memiliki kondisi sumber daya laut yang lebih baik 
dibandingkan dengan desa-desa yang telah meninggalkan praktik tersebut. Temuan ini didukung oleh 
penelitian sebelumnya oleh Hickey and Johannes (2002) dan Novaczek et al. (2001) yang menunjukkan 
bahwa penutupan spasial dan temporal dari perairan untuk pemanenan trochus dalam jangka waktu 
tertentu di desa pesisir jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktik pemanenan trochus 
yang terus-menerus.

Community Based Conservation (CBC) atau konservasi berbasis masyarakat, dianggap sebagai 
serangkaian pengaturan kelembagaan transformasional, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial manusia dan mempertahankan keanekaragaman hayati melalui inisiatif 
konservasi-pembangunan (Ostrom (1990); Berkes (2004, 2007); Seixas dan Davy (2008); Seixas dan 
Berkes (2010). Konservasi berbasis masyarakat merupakan konsep yang terus berkembang, namun 
dalam hal ini CBC didefinisikan secara luas sebagai sebuah lembaga yang sekaligus meningkatkan 
pembangunan manusia—terutama bagi masyarakat yang hidup langsung dengan alam—dan 
melestarikan keanekaragaman hayati (Galvin et al. 2018). Kerangka kerja CBC (Gambar 4) berisi 
komponen-komponen utama sebagai berikut: (1) konteks sosial dan ekologi yang luas yang mendorong 
pembentukan dan pengembangan CBC (misalnya, sosial, politik, ekonomi, ekologi, iklim) dalam 
konteks kawasan, negara, dan dunia; (2) tujuan CBC; (3) proses kelembagaan (atau kondisi) yang 
dianggap sebagai komponen penting untuk keberhasilan CBC dan inisiatif berbasis masyarakat 
lainnya; dan (4) hasil sosial dan ekologi.

Gambar 4. Model Konseptual CBC diadaptasi dari Berkes (2004, 2007);

Plummer dan Armitage (2007); Seixas dan Davy (2008), Seixas dan Berkes (2010) 
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3. Kondisi Ekobiologi Kima Di Kampung Manyaifun

Profil Habitat

Perairan pesisir Pulau Manyaifun secara ekologi terbentuk mengikuti topografi dasar laut pada 
zona litoral, sub litoral hingga batial. Dinamika kontur tersebut berkontribusi terhadap kondisi 
ekosistem di pesisir dan laut Pulau Manyaifun. Morfologi perairan Manyaifun juga sangat 
bervariasi, antara lain terdapat Reef Flate, yaitu daerah terumbu karang yang relatif rata, memiliki 
paparan terumbu karang yang rentan terhadap kondisi surut air laut, di mana terjadi peralihan 
komunitas. Zona ini berada di perairan neritik, mengelilingi perairan dangkal di pesisir Pulau 
Manyaifun dan beberapa pulau kecil lain, terletak pada jarak rata-rata 5–>100 m dari garis pantai 
ke arah perairan laut dengan kedalaman <0,5–<10 m. Zona ini merupakan area produktif untuk 
habitat kerang kima, dari enam spesies kima yang diidentifikasi sebagian besar ditemukan pada 
kawasan ini.  

Selain reef flate terdapat juga zona reef crest (Gudus). Zona ini merupakan bagian terumbu 
yang mempertemukan rataan terumbu dan tubir. Hasil identifikasi geomorfologi pada perairan 
Manyaifun, diketahui zona tersebut ditemukan pada bagian barat laut hingga ke bagian utara Pulau 
Manyaifun. Bagian ini biasanya muncul ke atas lebih tinggi dari pada rataan terumbu karang dan 
merupakan tempat pecahnya ombak. Zona ini masih berada di perairan neritik tetapi memiliki 
kedalaman 2,5–3 m di reef flate dan semakin bertambah kedalamannya menuju tubir (slope).  
Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, pada zona ini tidak ditemukan kerang kima. 
Hal ini terkonfirmasi pada saat dilakukannya survey lokasi sampling, diketahui bahwa zona reef 
crest tidak ditemukan distribusi kerang kima. Selain itu dinamika oseanografi yang sangat dinamis 
pada saat pengambilan data karena berada pada perubahan angin muson barat, menyebabkan 
kawasan ini rentan terhadap pecahan ombak dan arus perairan yang kencang. Secara ekologi 
kawasan ini didominasi oleh karang mati membentuk batu yang mencuat di permukaan laut.

Kondisi lain di perairan neritik Manyaifun terdapat bentuk kontur reef slope (tubir), daerah ini 
ditemui terumbu yang berupa lereng yang landai dengan tingkat kecuraman yang tinggi, zona ini 
menghubungkan bagian terumbu karang hingga ke dasar laut. Permukaan substrat pada zona ini 
cenderung lapang, sehingga banyak habitat bentik yang menempati zona ini. Kedalaman sekitar 
3–>10 m, umumnya berada pada rataan terumbu karang dan pasir dengan panjang beberapa 
feet ke arah slope. Bentuk kontur ini teridentifikasi pada perairan sekitar homestay, daerah sekitar 
permukiman penduduk, dan bagian barat daya Pulau Manyaifun.

Perairan pesisir laut Pulau Manyaifun saling terintegrasi secara ekologi dengan pulau lain dalam 
gugusan kepulauan tersebut, memiliki variasi kedalam yang dinamis dan kaya akan sumber 
daya hayati. Selain sumber daya ikan dan organisme laut ekonomis penting, salah satu sumber 
daya kelautan non hayati adalah pasir laut yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi 
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ekologisnya sebagai substrat bagi organisme bentik, seperti: annelida, bivalvia, gastropoda dan 
echinodermata, selain itu sebagai ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan beberapa jenis 
mangrove. Menurut Phinn et al. (2012) bentuk lahan (relief) adalah bagian dari permukaan bumi 
yang memiliki topografi khas akibat pengaruh dari proses alam dan struktur geologi pada ruang 
dan waktu tertentu. 

Kondisi oseanografi fisika-kimia berperan penting dalam mendukung kehidupan dan kelimpahan 
kima. Perbedaan kondisi habitat berpengaruh terhadap kelimpahan dan pola distribusi dari spesies 
kima. Kusmana et al. (2015) menyatakan jenis dan kelimpahan biota yang hidup di perairan 
dipengaruhi oleh faktor fisika-kimia meliputi DO (Dissolved Oxygen) dan kedalaman. Terdapat 
beberapa parameter oseanografi fisika-kimia yang diukur dalam penelitian ini, meliputi suhu, 
pH, DO, salinitas, kedalaman perairan, kecepatan arus, dan kecerahan perairan (Tabel 4). 

Suhu berpengaruh terhadap daur hidup organisme dan menjadi faktor pembatas organisme 
dalam mempertahankan kehidupan, perkembangan/daerah asuhan, tingkat reproduksi, dan 
tingkat kompetisi di perairan (Krebs 1985).

Pada organisme kima, suhu berpengaruh pada proses penutupan cangkang dan membenamkan 
tubuh ke bagian yang lebih dalam pada substrat. Menurut Emola et al. (2016), suhu optimum 
untuk pertumbuhan organisme kima berkisar 25°C hingga 35°C. Suhu di perairan Manyaifun 
menunjukan suhu perairan berada di rentang 26,7–36,5°C. 

Sementara nilai derajat keasaman (pH) di perairan merupakan indikasi terganggunya perairan 
di mana nilai pH dipengaruhi oleh berbagai aktivitas baik alami (oleh biota laut) maupun 
antropogenik (kegiatan manusia) (Sudirman dan Husrin 2014).

Kondisi Perairan

Tabel 4. Kondisi Umum Kualitas Perairan di Habitat Kima Pulau Manyaifun

Variabel Min Max Rata-Rata Standar Kualitas 
Air

Suhu (°C) 26,7 36,5 29,4 25–35

pH 7,14 8,10 7,62 7–8,5

DO (mg/L) 4,6 8,6 6,44 > 5

Salinitas (‰) 35,0 35,5 35,25 25–40
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Nilai pH di perairan berdampak pada tingkat stress biota. Hamuna et al. (2018), menyatakan 
kadar pH yang ideal untuk kehidupan biota berkisar antara 7–8,5. Pengukuran pH di lokasi 
kajian berada pada rentang 7,14–8,10. Nilai pH tersebut masih berada pada kisaran ideal untuk 
mendukung kehidupan kima di Pulau Manyaifun.

Nilai DO menunjukan tingkat oksigen terlarut di suatu perairan yang merupakan suatu proses 
difusi dari hasil fotosintesis organisme dan udara bebas dalam perairan tersebut. Nilai ambang 
batas DO untuk kehidupan biota laut adalah 5 ppm sebagaimana disebutkan pada Kepmen LHK 
No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Pengukuran DO di Perairan Manyaifun menunjukan rentang DO 4,6–8,6 mg/L, nilai tersebut 
masih mencukupi baku mutu untuk spesies kima dapat hidup dengan baik. Salinitas memiliki 
pengaruh terhadap berbagai organisme yang memiliki mantel. Salinitas rendah menyebabkan 
cangkang kima menutup, sedangkan salinitas tinggi dapat menyebabkan cangkang pada kima 
tidak terbuka sepenuhnya. Kadar salinitas juga dapat menyebabkan mantel kima ditarik masuk 
dan menyebabkan peradangan insang pada kima (Knop 1996). Rentang nilai salinitas pada Pulau 
Manyaifun berada di kisaran 35,0–35,5‰ di mana nilai tersebut masih dalam rentang nilai 
optimum untuk pertumbuhan kima.

Kima merupakan jenis kerang terbesar yang menempati perairan dangkal zona neritik menurut 
ekobiologi. Taksonomi kerang kima termasuk filum Mollusca, famili Cardiacea, sub famili 
Tridacnidae. Terbagi dalam dua genus, yaitu Tridacna dan Hippopus (Lamarck 1799). Terdapat 
12 jenis kima di dunia (Neo et al. 2017), delapan jenis di antaranya terdapat di Indonesia, yaitu 
Tridacna gigas, T. derasa, T. maxima, T. squamosa, T. crocea, T. noe, Hippopus hippopus dan H. 
porcelanus (Rosewater 1965; Arbi 2010; Hernawan 2012; Sadili et al. 2015; Borsa et al. 2015).

 Terdapat 4 tujuan klasifikasi kima di antaranya; (1) Deskripsi kima untuk membedakan tiap jenis; 
(2) Mengelompokkan sesuai persamaan ciri; (3) Mengetahui hubungan kekerabatan, serta (4) 
Mempelajari evolusi dan perkembangan hidupnya. 

Keanekaragaman Kima 
Jenis-jenis Kima di Pulau Manyaifun
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Berdasarkan hasil identifikasi kima lokasi di perairan pesisir Pulau Manyaifun diperoleh enam jenis 
dengan klasifikasi sebagai berikut:

Filum  : Mollusca
Kelas   : Bivalvia
Ordo  : Veneroidea
Famili  : Cardiacea
Sub Famili : Tridacnidae
Genus  : Tridacna (Bruguiere 1797)
       Hippopus (Lamarck 1799)
Spesies  : 

1.  Hippopus hippopus (Linnaeus, 1758)
2.  Tridacna gigas (Linnaeus, 1758)
3.  Tridacna derasa (Röding, 1798)
4. Tridacna maxima (Röding, 1798)
5. Tridacna crocea (Lamarck, 1819)
6. Tridacna squamosa (Lamarck, 1819) 

Kualitas perairan Pulau Manyaifun berada dalam kondisi yang baik, hal ini teridentifikasi dari tingkat 
kecerahan perairan yang tinggi mencapai 100%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari kondisi habitat 
bentik di kawasan ini yang menempati area yang sangat alami, jauh dari aktivitas pencemaran organik 
dan anorganik. Selain itu, kemampuan fisiologis kerang kima (Tridacnidae) sebagai biofilter alami, 
secara efektif mampu mengendalikan peningkatan kesuburan berlebih akibat harmfull algae dan 
eutrofikasi, melalui mekanisme menyaring amonia, nitrat dan fosfat yang terlarut dalam air laut 
(Klumpp dan Griffiths 1994; Neo et al. 2015). Kerang kima Sebagian besar tumbuh dan berkembang 
dengan baik pada habitat terumbu karang, sedangkan jenis Hippopus-hippopus lebih menyukai substrat 
pasir pada perairan laut dangkal yang masih ditembus oleh cahaya matahari (Setiawan et al. 2013; 
Triandiza et al. 2020).

Identifikasi kerang kima dapat dilakukan melalui pengamatan bentuk luar tubuh yang tampak secara 
visual, seperti pengamatan bentuk cangkang, jumlah lengkungan (ribs), susunan sisik pelapis cangkang 
(scutes), bentuk mantel dan warnanya (Tabel 5). Menurut Hernawan (2012), untuk menentukan jenis 
kerang kima teknik yang paling umum dilakukan ialah identifikasi morfologi melalui pengamatan 
bentuk dan perhitungan jumlah lengkung (ribs) bagian luar cangkangnya.
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Kima Selatan (Tridacna derasa)
Kredit: BBTNC

Deskripsi:
Cangkang berbentuk simetris, polos tanpa sisik dengan 5–7 
lengkungan (ribs). Lubang byssus berukuran kecil, mantel dapat 
berkembang hingga keluar dari tepi cangkang. Kedua bagian 
cangkang dapat tertutup sempurna. Panjang cangkangnya bisa 
mencapai 60–70 cm. Siphon incurrent dikelilingi oleh tentakel 
yang besar dan banyak. Juvenil kima jenis ini hampir menyerupai 
kima raksasa sehingga sulit dibedakan. Warna mantel hijau, biru, 
dan campur jingga.

Distribusi:
Penyebarannya pada perairan neritik di 
habitat terumbu karang kedalaman 0,5–
<3 m, banyak ditemukan pada daerah 
sekitar homestay, perairan permukiman 
penduduk, homestay lama, serta bagian 
barat daya Pulau Manyaifun.

     

Kima Raksasa (Tridacna gigas)
Kredit: BBTNC

Deskripsi:
Merupakan spesies kima terbesar di dunia, pengukuran panjang 
cangkang jenis ini mencapai 90–114 cm. Beberapa literatur 
menjelaskan ukurannya dapat mencapai 120 cm dengan bobot 
200 kg. Jika dalam kondisi terlindungi, umur biologisnya bisa 
mencapai lebih 100 tahun. Memiliki lipatan lengkung (ribs) 4 
atau 5, cangkang sangat besar, tebal dan berat. Ketika dewasa 
cangkang kima jenis ini tidak dapat menutup dengan sempurna. 
Punggung lipatan terdapat deretan sisik yang tumpul dan sangat 
pendek. Mantel dapat berkembang sampai keluar cangkang, tebal 
dan bergelombang mengikuti kontur cangkang. Warna mantel 
coklat dan totol putih, ada juga hijau campuran kecoklatan.

Distribusi:
Penyebaran di perairan neritik 
berasosiasi dengan substrat pasir 
berkarang, pada kedalaman 1,7–<3 m. 
Banyak ditemukan pada daerah sekitar 
homestay, bagian pelabuhan, serta 
homestay lama Pulau Manyaifun.

Tabel 5. Jenis Kerang Kima yang Ditemukan di Pulau Manyaifun
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Kima Lubang/Kunia (Tridacna crocea)
Kredit: GBIF

Deskripsi:
Merupakan jenis kima yang ukurannya paling kecil, hasil 
pengukuran panjang cangkang mencapai 5–13 cm. Bentuk 
cangkang tebal, sisik (scutes) terlihat jelas namun tipis 
bergelombang, jumlah lengkung (ribs) 4–5. Umumnya 
ditemukan menyelip pada celah-celah karang. Warna dari 
mantelnya sangat cerah biasanya berwarna hijau, biru, ungu juga 
campuran coklat, dan oranye. Memiliki kelenjar abyssal sangat 
besar, yang digunakan oleh kerrang sebagai jangkar di arus 
perairan yang kuat. Siphon incurrent dengan tentakel kecil yang 

sangat halus.

Distribusi:
Penyebaran di perairan dangkal Pulau 
Manyaifun, dengan kedalaman sekitar 
0,5–2 m. Hidup pada habitat dengan 
substrat pasir dan terumbu karang 
hidup, umumnya dari jenis folious, 
acropora dan tabulate. Ditemukan 
di sekitar homestay, perairan sekitar 
permukiman penduduk, serta paling 
banyak terdapat di bagian barat daya 
Pulau Manyaifun.

Kima Kecil (Tridacna maxima)
Kredit: BBTNC

Deskripsi:
Cangkang Kima kecil berbentuk asimetris, memiliki 5 lengkung 
(ribs). Disebut kima kecil namun ukurannya lebih besar dari 
kima lubang, pengukuran panjang cangkang bisa mencapai 
22–31 cm. Permukaan lengkung terdiri dari sisik (scutes) kecil 
dan teratur. Saat cangkangnya melakukan gerakan buka tutup 
akan bergesekan dengan batu karang di sampingnya. Saat ada 
ancaman cangkang kima kecil dapat tertutup dengan sempurna. 
Tentakel kecil dalam jumlah banyak ditemukan di sekeliling 
siphon incurrent, sebagai tempat masuknya air. Mantelnya dapat 
berkembang hingga melewati cangkang. Memiliki warna biru 
cerah, hijau, dan kecoklatan.

Distribusi: 
Persebaran di perairan neritik Pulau 
Manyaifun, pada kedalaman sekitar 
0,5–<3 m, hidup pada habitat terumbu 
karang. Jenis ini paling banyak 
ditemukan pada lokasi pengamatan. 
Lokasi sebaran di perairan Manyaifun 
ada di perairan ekosistem mangrove, 
homestay, sekitar permukiman 
penduduk, serta di bagian barat daya 
Pulau Manyaifun.
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Kima Sisik/Seruling (Tridacna squamosa)
Kredit: BBTNC

Deskripsi:
Bentuk sisik (scutes) besar dan bergalur seperti daun pada 
cangkangnya, sering menjadi tempat berlindung bagi organisme 
invertebrata. Sisik-sisiknya sejajar dari tepi hingga bagian bawah 
cangkang. Mantelnya biasanya berwarna coklat, hijau, biru, 
kuning, ungu diselingi pola yang tidak beraturan (bintik-bintik) 
berwarna putih. Perpanjangan mantel dapat melewati tepian, 
sehingga dapat sepenuhnya menyembunyikan cangkang dan 
sisik. Bentuk cangkang simetris dengan bibir/bukaan cangkang 
yang bergelombang. Punggung lipatan ditemukan deretan 
lempeng sisik (scutes) tinggi agak sempit dan cekung. Memiliki 
panjang cangkang 27–72 cm. 

Distribusi:
Penyebaran di perairan neritik pada 
kedalaman 0,5–2,5 m. Ditemukan pada 
habitat substrat berpasir berasosiasi 
dengan terumbu karang, hidup terbenam 
dalam substrat pasir berkarang, sehingga 
lebih sulit diambil dibandingkan jenis 
lain. Banyak ditemukan pada lokasi 
perairan sekitar homestay, permukiman 
penduduk, serta terbanyak di bagian 
barat daya Pulau Manyaifun.

Kima Pasir (Hippopus hippopus)
Kredit: GBIF

Deskripsi:
Memiliki cangkang tebal dan berat namun sangat tidak simetris, 
nyaris seperti belah ketupat. Lipatan cangkang tidak beraturan. 
Sisik (scutes) pada cangkang tidak dominan, berlengkung tipis. 
Memiliki 5–7 lengkung (ribs). Warna cangkang bervariasi, 
kuning krem dengan corak garis warna merah muda. Panjang 
kima bisa mencapai 50 cm. Jenis ini bisa menghasilkan 21–60 
juta butir telur, namun kematiannya saat fase larva sangat tinggi. 
Usia dewasa berumur 4 tahun. Jenis ini mudah dibudidayakan.

Distribusi:
Penyebaran di perairan dangkal zona 
neritik Manyaifun, habitat pada substrat 
pasir dan sedikit berlempung. Jenis 
ini paling banyak ditemukan pada 
kedalaman 0,3–1.5 m. Ditemukan 
pada lokasi perairan sekitar ekosistem 
mangrove, homestay, perairan 
permukiman penduduk, serta bagian 
barat daya Pulau Manyaifun.
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Sebaran Kima

Jenis kima yang ditemukan di Pulau Manyaifun, Raja Ampat, Papua Barat Daya terdapat enam 
jenis yang berbeda (Tabel 6). Lokasi pengamatan 1 terletak pada ekosistem mangrove, lokasi 
pengamatan 2 terletak di homestay, lokasi pengamatan 3 terletak di pelabuhan kapal, lokasi 
pengamatan 4 di pesisir sekitar permukiman penduduk, lokasi pengamatan 5 pada homestay 
lama atau bekas homestay, sedangkan lokasi pengamatan 6 terletak pada bagian barat daya Pulau 
Manyaifun. Jenis kima yang paling banyak ditemukan pada lokasi pengamatan 2, yaitu di perairan 
dekat dengan homestay. Sementara itu, pada lokasi pengamatan 5 yaitu di bekas homestay hanya 
ada satu jenis kima yang ditemukan dengan jenis Tridacna gigas. 

Keterangan:
1 : Ekosistem Mangrove
2 : Homestay
3 : Pelabuhan Kapal
4 : Permukiman Penduduk
5 : Homestay Lama / Bekas Homestay
6 : Barat Daya Pulau Manyaifun
+ : Ditemukan kima
-  : Tidak ditemukan kima

Perairan pesisir Pulau Manyaifun memiliki karakteristik perairan dangkal, dengan kedalaman 50 
cm sampai kurang dari 10 m. Terdapat ekosistem pesisir yang kompleks di antaranya, ekosistem 
mangrove, pantai berpasir, padang lamun, dan terumbu karang, termasuk beberapa formasi karang 
mati yang berada di atas permukaan laut membentuk cresh di kawasan pesisir. 

Tabel 6. Sebaran Kima di Pulau Manyaifun, Raja Ampat, Papua Barat Daya
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Kepadatan merupakan jumlah individu yang dapat hidup dan berkembang secara optimal 
per unit area (ind/ha) (Soegianto 1994; Wahyudi 2021). Kepadatan populasi suatu organisme 
sangat berkaitan erat dengan luas habitat tertentu yang berada dalam suatu ekosistem (Suin 
2003; Pattirousamal et al. 2021), kepadatan dapat juga dipengaruhi oleh aspek internal dan 
eksternal. Hasil perhitungan nilai kepadatan kerang kima (Tridacnidae) pada bagian barat daya 
Pulau Manyaifun (Gambar 5) diketahui kepadatan tertinggi berada pada lokasi dekat dengan 
permukiman penduduk dan di sekitar homestay. Jenis kima yang diperoleh sebanyak lima spesies 
di antaranya, Tridacna crocea, T. Maxima, T. Squamosa, T. Derasa dan Hippopus-hippopus dengan 
total kepadatan sebesar 2200 ind/ha.

Mengacu pada tipe wilayah ini maka substrat yang dominan ditemui di lokasi ialah karang dan 
pasir dengan sedikit berlempung di beberapa zona pesisir yang terdapat ekosistem mangrove. 
Sedimentasi di pesisir banyak dipengaruhi oleh substrat pantai (upper intertidal) yang lebih banyak 
mengandung material pasir dan sedikit lempung. Zona ini lebih banyak ditemui ekosistem padang 
lamun dan ekosistem mangrove.

Bagian tengah (middle intertidal) karakteristik zona lebih didominasi oleh terumbu karang (reef 
flate), pecahan karang mati (rubbles) dan sebagian di antaranya telah ditempati oleh algae (dead 
coral algae), serta bebatuan (rocks). Bagian tubir (low intertidal) tersusun atas soft coral dan hard 
coral, pasir, serta patahan karang mati (Rubbles). Pulau Manyaifun memiliki pantai pasir putih 
di sepanjang pesisir bagian timur tepatnya berada di sekitar permukiman penduduk, sedangkan 
bagian barat tidak banyak terdapat pantai berpasir, hanya ada pada beberapa zona tertentu dengan 
tingkat sedimentasi yang tinggi. Selain itu, Pulau Manyaifun juga memiliki sebaran pohon 
mangrove yang luas dan hutan pantai kering yang masih alami. Kondisi ekosistem intertidal di 
pesisir Pulau Manyaifun memiliki peran yang signifikan terhadap kehidupan makrozoobentos 
seperti kima.

Kelimpahan spesies yang berbeda di setiap lokasi mungkin terkait dengan kondisi habitat, tingkat 
eksploitasi, dan protokol pengambilan sampel. Terdapat hubungan yang positif antara kondisi 
dataran terumbu, keanekaragaman spesies, serta kelimpahan spesies (Trandiza et al. 2019). 
Kelimpahan spesies dapat dipengaruhi oleh jenis substrat (Hernawan 2010; Arbi 2010). Selain itu, 
jumlah spesies dipengaruhi oleh tingkat eksploitasi masyarakat lokal (Hernawan 2010; Wakum 
et al. 2017; Ode 2017). Van Wynsberge et al. (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan 
antara menurunnya populasi kima dengan keberadaan populasi manusia di dekat populasi kima. 
Lokasi yang jauh dari permukiman memiliki jumlah dan kelimpahan spesies yang lebih tinggi 
dibandingkan lokasi yang dekat dengan permukiman (Hernawan 2010).

Kepadatan Spesies
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Gambar 5. Kepadatan Kerang Kima di Pesisir Pulau Manyaifun

Kepadatan spesies tertinggi ditemukan pada lokasi perairan sekitar permukiman penduduk, dari 
jenis Tridacna maxima dengan nilai sebesar 600 ind/ha sedangkan terendah ialah Tridacna derasa dan 
Tridacna crocea dengan nilai sebesar 320 ind/ha. Lokasi sekitar homestay memiliki total kepadatan 
kerang kima sebesar 1600 ind/ha, tidak sebesar di perairan sekitar permukiman penduduk sebesar 
2200 ind/ha, namun jumlah kima yang diperoleh lebih banyak yaitu berjumlah enam spesies 
terdiri dari; Tridacna crocea, T. Maxima, T. Squamosa, T. Derasa, T. Gigas, dan Hippopus-hippopus.

Hasil perhitungan kepadatan pada lokasi perairan sekitar homestay, menunjukan bahwa 
hippopus-hippopus memiliki kepadatan tertinggi sebesar 480 ind/ha dan yang terendah Tridacna 
gigas sebesar 80 ind/ha. Total kepadatan kima paling rendah sebesar 80 ind/ha, ditemukan pada 
kawasan sekitar pelabuhan dan homestay lama (bekas homestay). Hasil pengamatan di lokasi ini 
diperoleh dua jenis kima yaitu Tridacna gigas dan Tridacna derasa. Sementara itu, kawasan barat 
daya (belakang Pulau Manyaifun) memiliki total kepadatan yang ideal dengan nilai sebesar 920 
ind/ha. Hasil identifikasi kima di lokasi ini diperoleh lima spesies terdiri dari Tridacna crocea, T. 
Maxima, T. Squamosa, T. Derasa dan Hippopus-hippopus. 

Data menunjukan bahwa Tridacna squamosa memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dengan nilai 
sebesar 0,032 ind/ha dan yang terendah adalah hippopus-hippopus sebesar 80 ind/ha. Rendahnya 
kepadatan jenis hippopus-hippopus karena habitat spesies ini lebih menyukai ekosistem berpasir 
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sedangkan pengamatan dilakukan pada lokasi dengan substrat dominan terumbu karang. Riset 
yang telah dilakukan Ode (2017) terhadap struktur komunitas kima (Tridacnidae) di Perairan 
Teluk Nitanghahai Kampung Morela Maluku Tengah, diperoleh data kepadatan total kima sebesar 
3200 ind/ha, yang mana kepadatan tertinggi ditemukan pada jenis Tridacna crocea sebesar 480 
ind/ha, sedangkan kepadatan terendah ditemukan pada jenis Hipoppus hipoppus sebesar 17 ind/ha.

Tingginya kepadatan kerang kima (Tridacnidae) di sekitar permukiman penduduk dan homestay 
terjadi karena nelayan secara sengaja memindahkan sebagian kima yang ditemukan pada lokasi 
lain di sekitar perairan Pulau Manyaifun agar mudah diawasi/dikontrol dari aktivitas penangkapan 
yang destruktif dan seiring waktu berjalan diharapkan dapat menjadi objek wisata bawah laut 
bagi wisatawan yang berkunjung ke Kampung Manyaifun. Kondisi berbeda ditemukan sekitar 
pelabuhan dan bekas homestay, penurunan kepadatan kerang kima disebabkan karena tingkat 
aktivitas masyarakat yang relatif tinggi di sekitar kawasan ini, sehingga kehidupan kerang kima 
menjadi terganggu, selain itu faktor lain ialah adanya kerusakan ekosistem terumbu karang dan 
berpengaruh pada pertumbuhan kerang kima.

Namun tren positif terjadi di kawasan barat daya (perairan belakang Pulau Manyaifun), hasil 
pengamatan diketahui ada potensi perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan kima di 
kawasan tersebut. Data menunjukan bahwa kepadatan kima ada dalam kondisi ideal dan diasumsi 
akan mengalami peningkatan karena kondisi kima berada di habitat alami, bersimbiosis dengan 
terumbu karang yang sehat/produktif. Hal ini diketahui dari jenis dan ukuran kerang kima yang 
ditemukan umumnya merupakan jenis kima anakan/muda dengan ukuran kecil 6 cm sampai 
ukuran sedang sekitar 25 cm. Selain itu, tren positif pertumbuhan kima juga diasumsi mengalami 
peningkatan karena kualitas perairan yang baik di kawasan tersebut. 

Jika merujuk pada data kepadatan kerang kima pada setiap lokasi pengamatan dapat diketahui 
bahwa spesies Tridacna maxima memiliki nilai kepadatan yang relatif tinggi jika dibandingkan 
jenis lainnya. Tingginya jumlah individu T. maxima hampir di setiap lokasi diasumsikan erat 
hubungannya dengan habitat jenis kima ini yang ideal berkembang pada ekosistem terumbu 
karang dengan kondisi lingkungan yang baik (Rizkevina 2018).

Hal ini terkonfirmasi di lokasi pengamatan bahwa kondisi terumbu karang pada semua lokasi 
pengamatan berada dalam kondisi yang baik. Selain itu, cara hidup T. maxima yang menempel 
dengan byssus/serat halus yang terbuat dari protein yang digunakan oleh kerang dan bivalvia untuk 
menempel atau membenamkan seluruh tubuh/cangkang pada celah batu karang, membuat jenis 
tersebut sulit untuk diambil, kecuali dengan cara memecah/merusak bongkahan karang tempat 
hidupnya.
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Perbedaan jumlah individu yang terjadi pada 6 lokasi pengamatan selain disebabkan oleh faktor 
lingkungan juga disebabkan oleh faktor manusia dalam memanfaatkan/mengeksploitasi jenis-jenis 
tersebut secara berlebihan. Selain itu, informasi yang didapat dari penduduk setempat bahwa pada 
musim tertentu banyak nelayan dari luar Pulau Manyaifun datang untuk mengumpulkan kima di 
perairan tersebut.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ambariyanto (2007) pada Pulau Burung, Pulau Pepaya, 
Atol Kabui dan kawasan Teluk Cenderawasih diketahui terjadi penurunan populasi kima secara 
drastis di habitat alami. Penyebabnya adalah pengambilan secara ilegal, penyakit dan parasit, 
predator, faktor lingkungan dan beberapa faktor antropogenik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
kematian akibat kompetisi untuk mendapatkan sinar matahari dan ruang habitat (substrat) juga 
menjadi hal krusial bagi perkembangan kima di alam. 

Struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies 
dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Di sini, struktur komunitas kima di Kampung 
Manyaifun, Raja Ampat dilihat dari Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, serta Indeks 
Kemerataan (Tabel 7).

Struktur Komunitas 

Lokasi Indeks Komunitas Kerang Kima

H’
(Indeks Keanekaragaman)

D (Indeks Dominansi) Indeks Kemerataan (E)

Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai

Mangrove 0,96 Rendah 0,02–0,327 Rendah 0,143 –0,286 Merata

Homestay 1,67 Sedang 0,01 –0,142 Rendah 0,036 –0,049 Merata

Pelabuhan 0,69 Rendah 0,25 Rendah 1 Acak

Permukiman 1,53 Sedang 0,021 –0,074 Rendah 0,052 –0,067 Merata

Bekas Homestay 0 Rendah 1 Tinggi 0 Merata

Barat Daya Pulau 
Manyaifun

1,50 Sedang 0,008 –0,121 Rendah 0,059 –0,083 Merata

Tabel 7. Nilai dan Kelas Indeks Komunitas Kerang Kima di Kampung Manyaifun
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a)   Indeks Keanekaragaman

Keanekaragaman biota dalam suatu perairan sangat tergantung pada banyaknya spesies dalam 
komunitasnya. Semakin banyak jenis yang ditemukan, maka keanekaragaman akan semakin besar, 
namun nilai ini sangat tergantung dari jumlah individu masing-masing jenis (Wilhm dan Doris 
1986; Umagapi et al. 2018). Pendapat ini juga didukung oleh Krebs (1985), Bahri et al. (2020), 
Armi et al. (2022), yang menyatakan semakin banyak jumlah anggota individunya dan kondisi 
persebaran yang merata, maka indeks keanekaragaman juga akan semakin besar.

Kualitas perairan pesisir Pulau Manyaifun masih berada dalam kondisi yang ideal untuk 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup biota perairan. Hal ini berdampak terhadap kekayaan 
biota dan jenis sumber daya perairan di sekitarnya. Namun, pemanfaatan sumber daya yang keliru 
seperti, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kerusakan, 
dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dan kualitas suatu perairan. Menurut Kisman et al. 
(2016) dan Amjad (2017), tinggi atau rendahnya indeks keanekaragaman suatu komunitas dalam 
struktur ekosistem (bentik organisme) sangat berkaitan dengan banyaknya jumlah spesies dan 
jumlah individu masing-masing spesies yang berada dalam satu ekosistem (kekayaan spesies).

Diversitas atau keanekaragaman merupakan karakteristik yang unik dalam organisasi biologi yang 
diekspresikan melalui struktur komunitas. Indeks keanekaragaman kerang kima (Tridacnidae) di 
perairan pesisir Pulau Manyaifun berada dalam kategori rendah sampai sedang dengan nilai rerata 
0,00–1,67 (Tabel 7).

Perubahan struktur komunitas dengan nilai keanekaragaman rendah dan sedang timbul karena 
adanya faktor pembatas bagi kelangsungan hidup kima pada lokasi ini. Perbedaan indeks 
keanekaragaman kerang kima di perairan pesisir Pulau Manyaifun diasumsikan terjadi karena 
pengaruh faktor internal seperti parameter biologi, fisika dan kimia oseanografi, antara lain; 
kebiasaan makan, struktur biologi dan fisiologi masing-masing jenis kerang kima, temperatur, 
pH, DO, ombak, pasang surut, kedalaman perairan dan kondisi substrat habitat kerang kima di 
pesisir Pulau Manyaifun.

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi ialah aktivitas manusia yang memanfaatkan 
kima secara berlebihan dalam jangka waktu lama. Hal ini terkonfirmasi pada masing-masing lokasi 
pengamatan, di mana lokasi yang memiliki indeks keanekaragaman sedang berada pada lokasi 
dekat homestay sebesar (1,67), permukiman penduduk (1,53), dan bagian barat daya (belakang 
Pulau Manyaifun) sebesar (1,50).
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Ketiga lokasi ini memiliki kualitas perairan dan tutupan terumbu karang yang baik. Selain itu dua 
lokasi di antaranya yaitu; lokasi dekat homestay dan permukiman penduduk merupakan lokasi 
yang sengaja menjadi tempat penangkaran kima oleh masyarakat Manyaifun.

Sebagian kerang kima yang diperoleh pada kawasan lain di sekitar perairan Pulau Manyaifun 
dipindahkan dan ditempatkan pada kawasan tersebut. Sedangkan pada lokasi barat daya (perairan 
belakang Pulau Manyaifun) merupakan lokasi habitat alami kerang kima dan belum banyak terjadi 
kerusakan pada kawasan tersebut. 

Diketahui bahwa keanekaragaman kerang kima terendah berada di lokasi bekas homestay dengan 
indeks sebesar 0,00. Penurunan indeks keanekaragam juga terjadi di lokasi dekat mangrove 
dan pelabuhan yaitu sebesar 0,96. Rendahnya indeks keanekaragaman pada ketiga lokasi ini 
diasumsikan terjadi karena habitat alami kima yang telah mengalami degradasi yang parah akibat 
aktivitas manusia dan kurangnya pengawasan terhadap tekanan eksploitasi yang terjadi sejak lama.

Komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi apabila terdapat banyak jenis 
dengan jumlah individu yang relatif merata (Ridwan et al. 2016). Hal tersebut berarti bahwa 
jika dalam suatu kawasan memiliki populasi sumber daya yang besar dengan kelimpahan jenis 
beragam, namun penyebaran spesiesnya tidak merata dapat dikategorikan keanekaragaman rendah 
atau sedang. Melalui studi ekologi, jenis yang dimaksud dalam keanekaragaman lebih ditekankan 
pada jenis dalam arti fungsional organisme, atau jenis tidak selalu berarti spesies dalam tingkatan 
taksonomi. Keanekaragaman jenis adalah pernyataan kuantitatif struktur komunitas dalam kaitan 
cacah jenis dan bagian taksonomik individu. Keanekaragaman yang besar mengekspresikan 
hubungan rantai makanan dalam tingkatan trofik, yaitu ketersediaan kebutuhan makanan dan 
sumber nutrisi (Ridwan et al. 2016; Persulessy dan Arini 2018; Munardi 2022).

b)   Indeks Dominansi

Pola pemusatan dan keanekaragaman jenis spesies/organisme di suatu kawasan dapat diketahui 
dengan cara menghitung Indeks Dominansi (D) dari populasi spesies dalam kawasan tersebut 
(Nuraina et al. 2018; Febrian et al. 2022). Artinya indeks dominansi menggambarkan pola 
pemusatan dan penyebaran dominansi spesies pada suatu ekosistem. Hasil perhitungan indeks 
dominansi kerang kima di perairan pesisir Pulau Manyaifun diketahui memiliki nilai yang rendah, 
yaitu sebesar 0,04–0,25 (Tabel 7).

Sementara, indeks dominansi tertinggi hanya berada pada lokasi 5 yang berada di bekas homestay 
(homestay lama) dengan nilai sebesar 1. Rendahnya indeks dominasi pada sebagian lokasi 
pengamatan diasumsikan karena adanya tekanan eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat 
dalam kurun waktu yang lama, sehingga terjadi penurunan populasi dari setiap jenis. Pemanfaatan 
kerang kima oleh masyarakat, umumnya berkisar pada ukuran yang relatif besar, yaitu 30-50 cm.
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Di sisi lain, kerang kima yang berada di perairan pesisir Pulau Manyaifun memiliki ukuran yang 
relatif besar sehingga mudah diketahui dan menjadi target pemanfaatan. Nilai indeks dominansi 
memperlihatkan kekayaan jenis komunitas serta keseimbangan jumlah individu setiap jenis 
(Fitriana 2006; Latuconsina et al. 2012; Supratman et al. 2019).

Nilai indeks dominansi mendekati satu (1) apabila komunitas didominasi oleh suatu jenis atau 
spesies tertentu, dan jika indeks dominansi mendekati nol (0) maka tidak ada satu jenis atau 
spesies yang mendominasi (Odum 1993). Nilai indeks dominansi berkisar antara 0 sampai dengan 
1. Menurut Laraswati et al. (2020), semakin kecil nilai indeks dominansi, maka pola dominansi 
jenisnya semakin menyebar.

c)   Indeks Kemerataan

Indeks kemerataan organisme bergantung pada sifat fisikokimia lingkungan maupun keistimewaan 
biologis organisme itu sendiri. Terdapat hubungan kausalitas antara keragaman dan kemerataan 
spesies di habitat alami. Pola penyebaran yang terjadi di alam secara umum dapat dibedakan menjadi 
tiga kategori yaitu: (i) penyebaran teratur atau merat (evenness), pola sebaran ini menunjukan 
adanya hubungan interaksi dari setiap individu pada tempat tertentu dalam suatu komunitas, (ii) 
keberadaan acak atau kebetulan, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat 
dan mengelompokan dalam tempat lainnya. Pola ini lebih umum terjadi bagi hewan hewan 
tingkat rendah (invertebrata) melalui mekanisme reproduksi aseksual atau penyebaran benih, (iii) 
penyebaran mengelompok (berumpun), di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-
kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah.

Kemerataan kerang kima di pesisir Pulau Manyaifun, diketahui memiliki pola yang seragam pada 
5 lokasi pengamatan (Tabel 7) yaitu; Lokasi 1 di sekitar ekosistem mangrove dengan nilai sebesar 
0,22; Lokasi 2 di sekitar homestay dengan nilai 0,04; Lokasi 4 di sekitar permukiman penduduk 
dengan nilai 0,06; Lokasi 5 di sekitar bekas homestay dengan nilai 0,00; serta Lokasi 6 di bagian 
barat daya (perairan belakang Pulau Manyaifun) dengan nilai 0,07.

Kecenderungan penyebaran kerang kima di perairan pesisir Pulau Manyaifun membentuk pola 
seragam (uniform). Hal itu diasumsikan terjadi karena tingginya interaksi spesies dalam memenuhi 
ruang habitat terumbu karang di sekitar kawasan tersebut. Kondisi ini juga disebabkan karena 
adanya spesies yang diintroduksi masuk secara sengaja dalam ekosistem dan di saat yang sama juga 
terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pada akhirnya turut mempengaruhi 
perubahan struktur komunitas di kawasan tersebut.

Selain itu, dukungan ekosistem terumbu karang dan pasir yang ideal untuk pertumbuhan kerang 
kima juga mendorong persaingan dalam menempati habitat yang sesuai dan cenderung membagi 
ruang secara merata dengan spesies lain dalam suatu kawasan.
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Pernyataan ini sesuai dengan pendapat (Riniatsih 2007; Nurhaida et al. 2021; Ferawati et al. 2021), 
pola distribusi seragam (uniform) pada bentik organisme dapat disebabkan karena persaingan 
dalam memilih substrat di habitat yang sesuai, erat hubungannya dengan ketersediaan makanan 
di sekitar ekosistem dan adanya tekanan eksploitasi dari aktivitas manusia di sekitar kawasan. 
Sedangkan pada lokasi sekitar pelabuhan diketahui memiliki pola distribusi acak dengan nilai 
sebesar satu (1).

Distribusi acak yang terbentuk di kawasan ini, diasumsukan terjadi karena kondisi ekosistem yang 
homogen dengan ekosistem lain di luar kawasan pelabuhan. Kondisi terumbu karang yang baik 
memberikan ruang habitat yang produktif untuk pertumbuhan kerang kima jika dibandingkan 
dengan kawasan sekitar pelabuhan, sehingga kecenderungan daya tarik lebih dominan terjadi pada 
kawasan lain dibanding kawasan pelabuhan. Penyebab lain adalah tingginya aktivitas masyarakat 
di sekitar pelabuhan sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhan kerang kima.

Riniatsih (2007) dan Wahab et al. (2019) menyatakan bahwa, penyebaran individu secara acak 
dapat terjadi jika habitat dalam keadaan seragam dan tidak ada kecenderungan dari organisme 
tersebut untuk bersama-sama. Suin (2002) dan Ode (2017) juga menjelaskan bahwa, faktor 
fisika dan kimia yang hampir merata pada suatu habitat serta tersedianya makanan bagi hewan 
yang hidup di dalamnya sangat menentukan hewan tersebut hidup berkelompok, acak maupun 
seragam.
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4. Masyarakat Kampung Manyaifun Dan Kima 

Pandangan manusia di masa lalu menjelaskan bahwa alam merupakan unsur utama yang mampu 
menyediakan kebutuhan hidup. Pada masa itu, manusia hidup secara harmonis menyatu dengan 
alam dengan adanya keyakinan bahwa alam memiliki nilai yang dianggap sakral karena harus 
dipelihara, sehingga tidak terjadi kerusakan dan memberikan dampak negatif bagi manusia 
(Deda dan Mofu 2014; Kaliki 2022). Manusia menciptakan tempat yang disakralkan untuk 
merealisasikan gagasan tersebut dengan rambu etika untuk  bertindak dan bertingkah laku 
terhadap alam. Hampir sebagian besar masyarakat Raja Ampat khususnya Kampung Manyaifun 
memiliki aturan dan hukum adat yang disebut sebagai kearifan lokal.

Masyarakat Kampung Manyaifun memiliki persepsi tersendiri terhadap kima (Gambar 6). Persepsi 
ini dibagi ke dalam empat kategori, yaitu pengetahuan masyarakat mengenai potensi kima di 
Kampung Manyaifun, penerapan upaya-upaya keberlanjutan sumber daya kerang kima dan 
ekosistem pesisir dan laut di Kampung Manyaifun, pentingnya keterlibatan generasi muda untuk 
menjaga keberlangsungan kerang kima dan sumber daya ikan lain di Kampung Manyaifun, dan 
terakhir tentang pelaksanaan kearifan lokal perlindungan kerang kima) dan SDI lain di Kampung 
Manyaifun. 

Gambar 6. Persepsi Masyarakat Kampung Manyaifun terhadap Kima
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1) Pengetahuan Masyarakat Mengenai Potensi Kima di Kampung Manyaifun,
    Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat

Masyarakat lokal mengenal kima dengan sebutan Bia Garo.  Persepsi masyarakat tentang 
pengetahuan terhadap potensi perikanan di kampungnya menunjukkan tingkat yang sangat tinggi 
(85,33%). Artinya, hampir seluruh masyarakat Kampung Manyaifun mengetahui bahwa terdapat 
potensi kima yang tinggi di wilayahnya. Masyarakat juga percaya ekosistem terumbu karang, 
lamun, dan mangrove yang masih  terjaga mampu melindungi  habitat kima tetap baik. Hal 
tersebut selaras dengan pengakuan masyarakat terhadap sumber daya kima, yang sangat potensial 
untuk dilestarikan. Di sana masyarakat juga memandang adanya asosiasi antara kima dan sumber 
daya ikan. Hal itu terbukti dengan kemudahan memperoleh ikan dan biota lain, serta memiliki nilai 
yang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Namun, masyarakat juga mengetahui  
telah terjadi kerusakan pada sebagian ekosistem perairan, termasuk stok kerang kima di daerahnya 
yang semakin berkurang  seiring maraknya  eksploitasi yang terjadi. Masyarakat pun akhirnya 
sadar penangkapan biota laut menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan maupun 
potassium sianida, dapat menurunkan potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, masyarakat 
berinisiatif untuk melakukan upaya pelestarian ekosistem agar dapat mengembalikan sumber daya 
perikanan yang perlahan telah rusak tersebut.

2) Penerapan Upaya-upaya Keberlanjutan Sumber Daya Kerang Kima dan Ekosistem Pesisir 
    dan Laut di Kampung Manyaifun

Persepsi masyarakat terhadap penerapan keberlanjutan sumber daya pun cukup tinggi (71,05%). 
Artinya, mayoritas masyarakat Kampung Manyaifun setuju untuk menerapkan upaya-upaya 
keberlanjutan sumber daya alam karena dapat mendukung ekonomi keluarga dan kampung, 
khususnya Bia Garo atau kerang kima. Bia Garo merupakan biota laut yang dinilai dapat 
memberikan nilai ekonomi bila dikelola secara tepat. Meski begitu, masyarakat mengakui bahwa 
stok kerang kima saat ini menurun  signifikan jika dibandingkan dengan stok pada beberapa puluh 
tahun (dekade) yang lalu di masa leluhur mereka. Itu sebab masyarakat juga sadar untuk menjaga 
kelestarian sumber daya kerang kima dan SDI lain di Kampung Manyaifun, perlu dilakukan 
pengawasan yang baik melalui penerapan kearifan lokal. Meski pada praktiknya telah mengalami 
perubahan nama dari beberapa tahun sebelumnya, substansi pelaksanaannya masih sama dengan 
kearifan lokal di masa lalu.

Mekanisme perlindungan berdasarkan sasi yang diterapkan sebelumnya sangat kental dengan 
tradisi dan adat yang berkembang di Manyaifun pada masa itu. Artinya, peranan tokoh adat dan 
masyarakat saat itu lebih dominan. Sementara penerapan sasi saat ini juga makin berkembang dan 
terus disesuaikan dengan melibatkan tokoh agama.
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Di sana masyarakat memahami bahwa pengambilan sumber daya perikanan secara umum harus 
dilakukan secara terkontrol, dalam arti tidak diambil dalam jumlah besar dan berlebihan. Selain itu, 
masyarakat juga setuju jika terbangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam 
upaya perlindungan SDI di Manyaifun, lewat  pelibatan semua komponen masyarakat, mulai dari 
unsur pemerintahan Kampung Manyaifun, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, pemuda, tokoh 
perempuan, pengusaha lokal dan seluruh komponen masyarakat kampung. Masyarakat setuju 
jika perlindungan SDI, khususnya Bia Garo, dibuat dalam mekanisme perlindungan kolektif 
berdasarkan keputusan bersama antara seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk penerapan 
kearifan lokal, sehingga harapannya dapat menjaga dan melindungi sumber daya perikanan dan 
kelautan di Kampung Manyaifun.

3)  Pentingya Keterlibatan Generasi Muda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kerang Kima
     dan SDI Lain di Kampung Manyaifun

Persepsi masyarakat tentang keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
sangat penting. Masyarakat Kampung Manyaifun sangat setuju atau memahami (80,38%) bahwa 
generasi muda merupakan bagian penting yang perlu dilibatkan dalam upaya pengawasan dan 
perlindungan SDI, khususnya kerang kima di sana. Masyarakat juga memahami bahwa saat ini 
terjadi distorsi pemahaman kearifan lokal perlindungan sumber daya alam berdasarkan hukum 
adat pada generasi muda. Hal ini disebabkan banyak dari generasi muda yang melupakan  sejarah, 
adat, mekanisme pelaksanaan dan lokasi Sasi di Kampung Manyaifun.

Masyarakat setempat kemudian menjadi sangat setuju jika para pemuda terlibat dalam perlindungan 
SDI berbasis kearifan lokal dengan menjadi kelompok pengawas. Selain itu, masyarakat juga 
sangat mendorong adanya pelatihan dan edukasi bagi generasi muda terkait perlindungan SDI 
khususnya Kerang kima, sehingga habitat dan stok SDI ini dapat kembali pulih dan berada dalam 
kondisi seimbang di alam. Masyarakat juga sangat memahami peran serta generasi muda menjadi 
salah satu faktor penting karena pencurian SDI dan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh 
masyarakat luar Kampung Manyaifun masih sering terjadi. Untuk itu, mereka sangat mendukung 
jika pemuda lokal dapat terlibat secara langsung dalam upaya pengawasan dan perlindungan 
sumber daya perikanan dan kelautan di perairan Kampung Manyaifun.  

4)  Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kearifan Lokal Perlindungan
      Kerang Kima (Tridacnidae) dan SDI Lain di Kampung Manyaifun

Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan kearifan lokal untuk  perlindungan kima dan SDI 
menunjukan nilai yang sangat tinggi yakni 83,21%. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat 
sangat setuju, sangat memahami dan menyadari bahwa pada dasarnya masyarakat Manyaifun 
memiliki ikatan sejarah tradisi dan adat yang kuat dan melekat secara kelembagaan.
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Akan tetapi, hal tersebut  sudah terjadi sejak lama (masa leluhur) dan kemudian mengalami distorsi 
secara perlahan seiring berjalannya waktu. Bahkan mereka sangat setuju bahwa terjadi pergeseran 
nilai adat dan budaya, terutama pada penerapan praktik-praktik kearifan lokal masyarakat pesisir 
dan upaya pemanfaatan sumber daya perikanan dari masa lalu ke masa kini. Untuk itu mereka 
sangat setuju jika bentuk pelestarian sumber daya perikanan di Manyaifun berdasarkan kearifan 
lokal perlu diterapkan kembali berdasarkan mekanisme yang diatur oleh pemerintah kampung, 
tokoh adat, masyarakat dan agama, kemudian disepakati bersama oleh seluruh komponen 
masyarakat kampung. Meski  mengalami pergeseran adat dan tradisi,  masyarakat tetap patuh dan 
taat pada tokoh adat dan agama dalam proses menjalankan aturan adat dan agama di kampung 
Manyaifun.

Masyarakat memahami bahwa terdapat Kawasan Konservasi yang dikelola oleh pemerintah Raja 
Ampat (KKKRALS), namun masyarakat lebih cenderung memilih melindungi  SDI dengan 
menggunakan mekanisme kearifan lokal yang sudah membudaya dan dijalankan secara turun 
temurun. Namun demikian, masyarakat tetap membuka hubungan kerjasama, memberikan ruang 
pada pemerintah untuk berkomitmen bersama dalam upaya perlindungan SDI di Manyaifun 
melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah yang bertujuan 
melakukan perlindungan dan pengawasan SDI di wilayah mereka. Masyarakat pun sangat setuju 
jika ada yang melanggar aturan sasi maka perlu diterapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan 
telah disepakati bersama dalam pelaksanaan sasi pada sumber daya perikanan.

Sementara dalam implementasi perlindungan SDI berdasarkan aturan adat sasi di Kampung 
Manyaifun, masyarakat sangat setuju jika ada pembagian zonasi terkait pelaksanaan sasi, sehingga 
sasi tidak berlaku untuk semua sumber daya ikan di seluruh kawasan perairan Manyaifun. Beberapa 
hal yang juga dibutuhkan untuk perlindungan SDI dalam sasi, adalah penetapan batasan ruang 
laut atau zona khusus yang masuk dalam kawasan perlindungan sasi, yang meliputi beberapa 
sumber daya perikanan di dalamnya, termasuk adanya wilayah yang bebas dari aturan sasi.
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5.  Peluang Konservasi Berbasis Masyarakat 

Upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia, di dalamnya terdapat berbagai peran 
masyarakat adat dan masyarakat tradisional sebagai pemangku kepentingan. Mereka melestarikan 
alam sebagai bagian dari tradisi turun temurun. Peran-peran tersebut terdapat dalam berbagai ragam 
dokumentasi. Dengan melihat keragaman masyarakat adat Indonesia, kajian ini menggunakan 
konsep umum “masyarakat adat” dengan berbagai aspeknya. Istilah “adat” menerangkan ciri-ciri 
utama dari kelompok masyarakat yang hidup di wilayah  tertentu dan menjalankan warisan adat 
istiadat, tradisi dan nilai-nilai yang dianut. 

Berbagai aturan perundang-undangan terkait masyarakat adat telah dibentuk pada berbagai 
tingkatan, mulai dari konstitusi, undang-undang hingga peraturan daerah telah memberikan 
payung hukum. UUD 1945 Pasal 18 B Ayat 2 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Dari situ, masyarakat adat telah diakui sebagai 
subyek hukum oleh Konstitusi UUD 1945. Akan tetapi, Pasal 18 B Ayat 2 tersebut merujuk 
pada masyarakat adat secara kelembagaan berupa desa, nagari, dusun, marga dan bentuk lainnya, 
namun tidak dalam bentuk kerajaan (Arizona 2010; Yasin 2015). Selain itu, pengakuan dan 
penghormatan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada syarat “sepanjang masih hidup”, 
“sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan 
“diatur dalam undang-undang” yang menjadi syarat-syarat yang datang dari luar masyarakat adat 
itu sendiri untuk pengakuan masyarakat adat, yang hingga saat ini bahkan masih bahkan eksis di 
banyak wilayah di Indonesia (Rahman 2011). 

Definisi masyarakat dapat ditemui juga pada sejumlah undang-undang. Misalnya dalam UU 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) No. 27 Tahun 2007 jo No. 1 
Tahun 2014 yang menetapkan tiga kategori kelompok masyarakat, yakni masyarakat hukum adat, 
masyarakat tradisional dan masyarakat lokal dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. Akan tetapi, pembangunan baik di nasional maupun daerah lebih terkonsentrasi pada 
wilayah daratan. Pembangunan kelautan dan perikanan masing terperangkap dalam subordinasi 
sektor non-kelautan dan perikanan. Padahal perhatian dan dukungan khusus dibutuhkan sebab 
kelautan dan perikanan memiliki logika dan karakter pembangunan yang jauh berbeda orientasinya 
dengan daratan (Djajaatmadja 2007).  Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau 
kecil melalui perencanaan ruang (zonasi) belum pada tahap implementasi pelibatan bermakna, 
khususnya pelibatan masyarakat adat dan masyarakat tradisional dalam penyusunan kebijakan 
dan pengelolaan suatu kawasan pesisir.  
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Perkembangan lainnya yakni terbitnya UU Cipta Kerja yang mana Pasal 47 menetapkan setiap 
orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah 
yurisdiksi diwajibkan memiliki perizinan berusaha, terkecuali bagi masyarakat yang melakukan 
pemanfaatan di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kewajiban memenuhi perizinan 
berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana Pasal 16 Ayat 2 menyebutkan dikecualikan 
bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah kelola MHA. Tantangan selanjutnya adalah  
masyarakat adat masih perlu membuktikan mereka diakui sebagai subjek hukum terlebih dulu 
(Heroepoetri 2020).   Pada Pasal 22 Ayat 2 UU Cipta Kerja, MHA sebagaimana dimaksud pada 
Ayat 1 ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. MHA adalah 
sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat 
dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan 
hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaran Penataan Ruang juga disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan 
pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara 
menetap di sebagian ruang laut diwajibkan memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
Laut (KKPRL). Untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, pemerintah diwajibkan 
memfasilitasi persetujuan KKPRL. Sementara, untuk Masyarakat Hukum Adat dikecualikan atas 
kewajiban KKPRL di wilayah kelolanya yang sudah ditetapkan dalam RTR/RZ. Permen KP No. 28 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (pada Pasal 175 Ayat 1) menyatakan 
Fasilitasi Persetujuan KKPRL diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal 
yang melakukan pemanfaatan ruang laut. Untuk melindungi Masyarakat Adat Manyaifun dalam 
melakukan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di wilayah kelola perairan 
perlu perlindungan segera, seperti perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat adat 
Manyaifun dalam Surat Keputusan atau Peraturan Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat. 
Sehingga wilayah kelola di perairan dapat dimasukkan dalam RZ/RW yang diintegrasi.
 
Kepastian hukum, integrasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dibutuhkan 
dalam pengelolaan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang pembangunannya kian 
pesat. Tujuannya untuk mengantisipasi munculnya beragam konflik kepentingan. Dalam konteks 
ini, kebijakan tata kelola yang inklusif, adanya kepastian perlindungan kelompok masyarakat 
adat dan masyarakat tradisional dan kebijakan yang adil secara ekologi—perlu diciptakan dan 
diupayakan terus menerus.
 
Jauh sebelum berkembangnya berbagai kebijakan tata kelola wilayah laut dan pesisir, definisi 
masyarakat adat telah dikembangkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) pada Maret 
1999. KMAN I menyepakati definisi masyarakat adat yang merupakan “Kelompok masyarakat 
yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta 
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memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri” (Arizona 
2010). Masyarakat adat  dapat ditemukan di berbagai lokasi di kepulauan Indonesia di mana 
terdapat pergaulan dalam golongan-golongan yang membentuk dan bertindak sebagai kesatuan, 
mengadopsi sebuah tata kelola dan memiliki harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud. Terdapat berbagai bukti adanya pengelolaan hak ulayat di kawasan perairan dan laut, 
mulai dari bagian barat yakni Aceh hingga bagian timur di Papua dan Maluku. Kearifan lokal yang 
diadopsi secara turun-temurun mencakup aturan-aturan dan nilai-nilai yang kuat, diakui dan 
mengakar misalnya, Panglima Laot (Aceh), Awig-awig (Bali dan Lombok), Sasi (dengan berbagai 
istilah di Papua dan Maluku) (Wahyono 2000).

Masyarakat adat Manyaifun seperti halnya masyarakat adat lainnya mempunyai aturan-aturan 
adat dan nilai-nilai yang dikembangkan dan diwariskan dalam bentuk aturan-aturan sasi yang 
dikenal juga dengan sebutan sasisen, kabus (Mansoben 2003) dan kabrut (Catatan FGD bersama 
masyarakat Kampung Manyaifun pada tahun 2023). Hak penting masyarakat adat salah satunya 
adalah hak ulayat yang mencakup tanah, laut maupun perairan. Hak ulayat mencakup hubungan 
hukum antara masyarakat adat dengan wilayah yang mereka tempati dan kelola (Abdurrahman 
et.al. 2015).    

Meningkatnya atensi publik terhadap konservasi berbasis masyarakat disertai dengan lahirnya 
perundang-undangan yang memungkinkan pengaturan dari sisi kelembagaan, seperti UU Desa 
yang memungkinkan memformalkan lembaga masyarakat dan aturan pengelolaan wilayah di 
desa-desa pesisir. Putusan MK juga telah memandatkan partisipasi bermakna dalam pembentukan 
perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 91/ PUU/ XVIII/ 2020. Ada 
tiga prasyarat utama untuk memenuhi partisipasi bermakna, yakni: (1) hak untuk didengarkan 
pendapatnya (right to be heard); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); 
dan (3) hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be 
explained). Mandat putusan MK tersebut merupakan landasan aspek formil untuk masyarakat, 
tidak terkecuali masyarakat adat untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam proses pembentukan 
kebijakan. Meski tidak mudah, landasan aspek materil terdapat dalam UU PWP3K yang 
mengatur pengakuan dan pelibatan masyarakat adat yang bersyarat sebenarnya bisa diupayakan. 
Kondisi pemungkin lainnya dari sisi kebijakan adalah pembentukan peraturan-peraturan daerah 
dan pembentukan mekanisme kebijakan lainnya seperti OECM yang mendukung keberpihakan 
kepada masyarakat itu sendiri. 
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Modalitas lainnya dalam upaya konservasi yang dijalankan masyarakat adalah adanya berbagai 
aturan lokal seperti sasi dengan model pengelolaan berbasis masyarakat. Hal ini telah berlangsung 
secara turun-temurun. Pelaksanaan sasi dimaknai sebagai bentuk larangan untuk memasuki, 
mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu 
tertentu pula. Larangan-larangan dari hukum sasi berlaku untuk mengambil hasil laut, kebun dan 
hutan. Pengetahuan masyarakat berkaitan sasi merupakan wujud harmonisasi manusia dengan 
alam (traditional ecological knowledge) yang telah menyatu sejak leluhur selama ratusan tahun, 
bukan melalui keilmuan modern yang diperoleh secara formal. 

Praktek sasi pada awalnya terdapat di Maluku, kemudian menyebar ke wilayah kawasan Papua, 
dan terus meluas hingga ke Raja Ampat, termasuk Kampung Manyaifun. Menurut (Ruddle 1999; 
Lestari dan Satria 2015), unsur-unsur pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat 
antara lain: batas wilayah, aturan, hak, pemegang otoritas, sanksi, dan monitoring serta evaluasi.

Konservasi kima dan kawasan sumber daya pesisir dan lautan di Kampung Manyaifun memiliki 
peluang yang besar. Berdasarkan modalitas sosial yang ada, konservasi berbasis masyarakat dapat 
menjadi model pengelolaan yang tepat dengan menggunakan kearifan lokal yang sudah ada dan 
terbentuk antar  generasi. Kearifan lokal dalam pelaksanaannya dikenal sebagai aturan adat yang 
dilaksanakan oleh pemerintahan kampung/daerah adat tertentu, melalui keputusan adat dan 
diyakini disepakati bersama dengan masyarakat. Pada perkembangannya, masyarakat beradaptasi 
terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan 
atau ide, peralatan, dipandu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan 
guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Kaliki 2022). Jika melihat evolusi hubungan manusia 
dengan alam di masa lampau, hubungan harmonis telah terbentuk, yang disebut pancosmis, yang 
mana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam. 

Masyarakat Kampung Manyaifun memiliki persepsi positif terhadap konservasi kima dan sumber 
daya lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya budaya sasi di masa lalu yang diterapkan, serta menjadi 
peluang penerapan konservasi berbasis masyarakat. Meskipun demikian, beberapa pemikiran dan 
pertimbangan masyarakat Kampung Manyaifun perlu diperhatikan, di antaranya:

Penguatan SDM, Kelembagaan, dan Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi 
Berbasis Masyarakat. Persepsi masyarakat Kampung Manyaifun tentang pentingnya 
penguatan SDM, kelembagaan, dan pendanaan konservasi dilakukan dengan pertimbangan:

a. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya kearifan lokal terkait pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kerang kima, namun juga pada 
sumber daya perikanan lain. Tetapi, selama ini masih banyak pelanggaran yang 

1).

Modalitas Sosial dan Budaya Kampung Manyaifun
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disadari bersama sebagai penyebab kerusakan sumber daya perikanan dan laut, 
termasuk berkurangnya kelimpahan kerang kima di perairan Manyaifun. 
Namun demikian, masyarakat melihat bahwa tingkat kerusakan ekosistem 
dan penurunan sumber daya kima lebih banyak dilakukan oleh masyarakat 
dari luar Kampung Manyaifun. Untuk itu, pengawasan internal dan sosialisasi 
penerapan sasi perlu dilakukan bagi seluruh masyarakat kampung maupun 
di luar kampung melalui pemberitahuan lewat surat kepada kepala kampung 
tetangga. Sehingga, jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sesuai sanksi yang 
telah disepakati bersama.

b. Kearifan lokal yang ada di Kampung Manyaifun mengalami perubahan seiring 
dengan perubahan paradigma masyarakat lokal. Sehingga, kearifan lokal yang 
dahulu bernama “kabrus” berubah menjadi “sasi”. Meskipun demikian, sasi 
yang ada saat ini memiliki konsep yang serupa sejak awal kearifan lokal itu 
dikenal dan dijalankan. Hanya terdapat beberapa perbedaan terkait tatacara 
dan keyakinan pelaksanaan kearifan lokal tersebut.

c. Kearifan lokal yang telah lama berkembang di tengah masyarakat saat ini telah 
banyak mengalami distorsi, khususnya di kalangan generasi muda. Tetapi, 
masyarakat memahami dan menyadari arti penting sumber daya kerang kima 
bagi kelangsungan ekosistem pesisir dan masa depan generasi mendatang. Oleh 
karena itu, masyarakat sepakat untuk mengembalikan fungsi pranata sosial 
ini sebagai bagian yang terintegrasi dengan tata kelola Kampung Manyaifun 
sebagai kampung adat. Bahkan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 
dan pemerintah kampung sepakat untuk menuangkannya dalam regulasi 
tertulis melalui Peraturan Kampung (Perkam) sehingga dapat mengikat 
seluruh komponen masyarakat asli dan masyarakat luar Kampung Manyaifun.

d. Untuk mendukung keberlanjutan sasi maka dibutuhkan dukungan pendanaan. 
Hal ini diatur melalui kesepakatan bersama semua pihak dan dipatuhi secara 
kolektif. Selain itu, sebagai upaya mendukung efektifitas perlindungan SDI 
berdasarkan kearifan lokal maka pemerintah kampung dan tokoh masyarakat, 
agama dan adat dapat membuat kebijakan terkait retribusi bagi wisatawan 
yang berkunjung dan menikmati sumber daya laut di perairan Manyaifun. 
Hasil retribusi dapat dikelola bersama untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan internal kampung Manyaifun.
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Secara keseluruhan, penguatan SDM perlu dilakukan dengan memberikan pemahaman yang 
kokoh dan komprehensif tentang konservasi kepada seluruh masyarakat. Pengetahuan lokal dari 
masa ke masa hendaknya dibangkitkan kembali dengan tambahan pengetahuan baru juga perlu 
diberikan untuk membangun pengetahuan yang lebih baik. 

Kelembagaan konservasi dapat dilakukan dengan aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Aturan 
tertulis dapat mempertimbangkan aturan yang ada di adat dan ketetapan negara. Sedangkan 
aturan tidak tertulis, meski tak termuat dalam aturan tertulis atau kelembagaan negara, aturan ini 
diakui dan diyakini secara kolektif oleh masyarakat adat. Artinya, masyarakat Manyaifun sepakat 
bahwa potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah di daerahnya perlu dikelola 
dan dilindungi secara lestari melalui penguatan kelembagaan adat. Nilai-nilai adat dan pranata 
sosial yang telah berjalan selama ini perlu disosialisasikan kembali kepada seluruh komponen 
masyarakat terutama generasi milenial. Dengan begitu, fungsi kearifan lokal sebagai kontrol sosial 
dalam masyarakat dapat terus dilestarikan dan diterapkan pada masa mendatang. 

Pendanaan berkelanjutan juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan program konservasi. 
Pendanaan diketahui secara representatif. Selain itu, pendanaan yang tepat  diperlukan untuk 
menjamin keberlanjutan pelaksanaan sasi, mulai sejak awal tutup sampai akhir sasi dibuka kembali. 
Konsep pendanaan berkelanjutan dimaksudkan untuk pemulihan ekosistem yang mengalami 
kerusakan dan degradasi sumber daya alam yang terjadi dalam waktu lama. Menurut Putri et 
al. (2020), konsep pendanaan yang baik dalam mekanisme kawasan konservasi sumber daya 
alam seharusnya dapat menitikberatkan kepada pemulihan keanekaragaman hayati sebagai upaya 
utama dalam memastikan kelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi penekanan jika 
terjadi pelanggaran terhadap kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Sanksi berupa denda 
yang dikenakan kepada pelaku dapat sepatutnya kembali dialokasikan sebagai dana pemulihan 
ekosistem yang rusak dan kematian biota.

Peningkatan Manfaat Perlindungan Kawasan dengan Kearifan Lokal bagi Masyarakat 
Kampung Manyaifun Secara Berkelanjutan. Peningkatan manfaat dari adanya 
perlindungan kawasan dengan kearifan lokal bagi masyarakat secara berkelanjutan dapat 
dilakukan, yaitu:

2).

a. Penyusunan aturan terkait perlindungan sumber daya perikanan dilakukan 
melalui mekanisme rapat kampung yang diawali dengan pembentukan 
kelompok, penyusunan Peraturan Kampung. Ketentuannya bersumber 
dari kearifan lokal dan hukum-hukum adat yang berkembang di Kampung 
Manyaifun dengan nama sasi.
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b. Saat ini, masyarakat masih menerapkan bentuk perlindungan melalui tanda 
larang ambil sumber daya. Namun, larangan itu bersifat pribadi/personal (sasi 
pribadi), sedangkan ketentuan sasi semestinya diatur dalam keputusan bersama 
oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Masyarakat menyadari 
bahwa sasi yang telah dan pernah diterapkan melalui pengelolaan kesepakatan 
kampung sangat membantu untuk menjaga dan melestarikan sumber daya 
perikanan dan kelautan. Untuk itu, masyarakat berharap agar kearifan lokal 
sasi dapat difungsikan kembali dan diatur berdasarkan aturan adat dan agama, 
sehingga lebih mengikat seluruh masyarakat.

c. Kegiatan pemerintah pusat dan daerah/lembaga swadaya masyarakat (NGO) 
dan Lembaga Pendidikan, pernah dilakukan melalui kegiatan pelatihan, 
sosialisasi dan pelibatan langsung dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, 
namun sifatnya sementara dan sebagian besar tidak menyentuh secara masif 
pemangku kepentingan/pembuat kebijakan kampung.
Hal ini menyebabkan  kegiatan tidak berjalan secara efektif. Untuk itu, perlu 
dilakukan pendampingan secara berkala melalui kegiatan pemberdayaan 
masyarakat secara langsung, seperti inisiasi pembentukan Kelompok 
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Penjaga Laut, dengan melibatkan 
masyarakat pemuda lokal sehingga tumbuh rasa kepedulian dan cinta terhadap 
budaya dan sumber daya alam. Hal ini akan mendorong keikutsertaan mereka 
untuk menjaga dan melestarikan SDA di Kampung Manyaifun.

Peningkatan manfaat perlindungan kawasan pesisir dan laut berdasarkan sasi laut bagi masyarakat 
Kampung Manyaifun sampai masih berjalan hingga saat ini. Penerapan kearifan lokal bersifat 
temporal, yaitu mengikuti momentum perayaan hari besar agama atau hari tertentu yang dianggap 
penting, dan ada juga yang sengaja diminta secara individu. Artinya, bagi masyarakat yang ingin 
melakukan perlindungan terhadap harta milik keluarga atau kelompok marga/fam atas klaim 
lahan pesisir milik pribadi dapat mengajukan sasi pada dewan adat dan majelis gereja (pendeta) 
untuk kemudian ditetapkan pelaksanaannya sesuai ketentuan adat sasi.

Sama halnya dengan mekanisme yang umum diterapkan oleh masyarakat adat Maluku, sasi pribadi 
lebih berorientasi pada harta/kekayaan hasil daratan (hutan dan kebun), melalui laporan/usulan 
dari seseorang kepada pemerintah desa untuk dilakukan pelarangan ambil pada harta/kekayaan 
miliknya (Warawarin et al. 2017; Sairiltiata 2023).

Tapi praktik yang dilakukan oleh masyarakat Manyaifun cenderung berbeda. Penerapan sasi 
pribadi dapat diklaim pada sumber daya hasil laut yang berada di sekitar lahan dalam penguasaan 
pribadi.
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Prosesi ini dilakukan melalui permintaan seseorang atau keluarga kepada pemangku adat dan 
tokoh agama di Manyaifun untuk melaksanakan prosesi adat sasi dengan cara membuat tanda 
larangan ambil hasil laut. Tanda larangan dibuat melalui pemasangan daun kelapa muda atau kayu 
yang memiliki tanda tertentu yang telah dikenali warga lain sebagai bentuk larang ambil sumber 
daya perikanan di kawasan tersebut. 

Selain itu, peningkatan pengawasan sumber daya alam dapat dilakukan melalui kerjasama kolektif 
antara masyarakat Manyaifun dengan lembaga lain untuk mengontrol eksploitasi sumber daya 
perikanan secara serakah yang menggunakan cara-cara yang destruktif melalui pembentukan 
kelompok masyarakat pengawasan. Artinya, sasi sebagai kearifan lokal (local wisdom) merupakan 
suatu larangan pengambilan sumber daya alam baik di darat maupun di lautan hingga kurun 
waktu tertentu sebelum diambil, berkembang lama secara turun temurun. Oleh masyarakat 
dianggap sebagai salah satu identitas diri untuk menjaga atau melindungi masyarakat adat dalam 
tindakan sosial yang menyimpang dari norma-norma adat (Sairiltiata 2023).

Berdasarkan kesepahaman warga Kampung Manyaifun diketahui bahwa kepatuhan masyarakat 
dalam menjalankan praktik perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara 
lestari cenderung meningkat jika pelaksanaannya turut melibatkan peran serta semua komponen 
masyarakat. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup atau kepentingan bersama 
sebaiknya dibicarakan secara komprehensif melalui rapat kampung.

Penguatan Kepatuhan terhadap Perlindungan Spesies dan Habitat Prioritas/
Dilindungi. Kepatuhan secara kolektif terhadap upaya perlindungan spesies dan 
habitat prioritas atau dilindungi dapat dilakukan di Kampung Manyaifun dengan 
mempertimbangkan dua hal, yaitu:

3).

a. Perlu adanya keterlibatan tokoh berpengaruh secara lokal dalam setiap 
kegiatan yang dirancang dan kemudian diputuskan untuk disepakati 
bersama, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Aparat 
pemerintah kampung dan tokoh pemuda adalah sebagai support system dalam 
mendukung pelaksanaan kearifan lokal di tingkat masyarakat. Pada akhirnya 
seluruh masyarakat akan merasa bertanggung jawab untuk mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya perikanan dan laut secara berkelanjutan.

b. Perlu memperhatikan pekerjaan alternatif bagi masyarakat (mama-mama) 
di Kampung Manyaifun sehingga memiliki penghasilan tambahan selain 
pemanfaatan secara massal sumber daya yang telah dilindungi.
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Putusan yang ditetapkan meski dikeluarkan oleh lembaga kampung yang memiliki kewenangan 
tersebut, seluruh  keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan terbaik yang ditentukan bersama 
oleh seluruh warga.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan 
laut, sebaiknya dilakukan mengikuti tradisi dari berbagai praktik kearifan lokal (local wisdom) kabrus 
atau sasi yang telah membentuk pranata sosial, diyakini dan dijalankan secara turun temurun oleh 
generasi Manyaifun sejak dahulu hingga saat ini. Praktik ini bagi masyarakat Manyaifun diyakini lebih 
efektif karena ada ikatan tanggung jawab yang sama melekat garis keturunan (geneologis), sehingga lebih 
dipatuhi. Hal ini diyakini akan lebih efektif jika diperkuat dengan aturan dan sanksi adat terhadap 
seluruh masyarakat Manyaifun. Meski tidak dalam bentuk aturan tertulis, tetapi aturan itu bersifat 
mengikat bagi masyarakat lokal yang menjalankan sistem adat dalam kehidupan bermasyarakat. 
Menurut Kaliliki (2020), implementasi praktik sasi di Papua dan Maluku merupakan wujud dari 
penerapan nilai-nilai budaya dan sosial yang saat ini mulai terkikis ditelan oleh modernisasi zaman. 

Di sisi lain, sasi merupakan budaya, norma positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
asli Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sasi memiliki pesan moral dan etika harmonisasi 
manusia dengan alam, yang pada masa lalu telah diterapkan oleh leluhur sehingga mampu menjaga 
ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam di masa kini. 

Hal penting lain yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat secara kolektif maka 
perlu ada perbaikan sistem tata kelola kelembagaan masyarakat kampung melalui pemerataan 
kesempatan berusaha kepada siapa pun yang berhak mendapatkannya. Selain itu, alternatif pekerjaan 
untuk masyarakat lokal perlu dicari sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat pada 
pemerintah kampung (Jakiyudin et al. 2023).

65Potensi Konservasi Kima Berbasis Masyarakat di Kampung Manyaifun, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya



66 Potensi Konservasi Kima Berbasis Masyarakat di Kampung Manyaifun, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya



Mengenal sejarah budaya masyarakat Kampung Manyaifun tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah peradaban masyarakat di Raja Ampat secara kolektif. Hal ini disebabkan karena 
sebagian besar masyarakat Raja Ampat saat ini merupakan akulturasi dari 2 sistem sosial  
kelembagaan yang majemuk antara Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat Maluku Utara, 
berlangsung sejak lama dan dapat ditelusuri melalui sejarah budaya (historical culture) yang 
tidak jauh berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Menurut (Nawir et al. 2023), sebagian besar kepulauan di Papua Barat dan Papua Barat 
Daya di masa lalu merupakan wilayah tidak berpenduduk (kosong), pada abad 16 wilayah 
Raja Ampat ditempati oleh masyarakat bangsawan dan menerapkan sistem adat Maluku 
terutama kesultanan Tidore.  Jika merujuk pada sistem pemerintahan ini, maka diketahui 
tiap desa/kampung/negeri dipimpin oleh seorang Raja/Sultan seperti di Maluku dan 
Maluku Utara. 

Semenjak berdirinya lima kesultanan Islam di Maluku, Raja Ampat menjadi bagian klaim 
dari Kesultanan Tidore. Armada laut kesultanan Maluku Utara (hongy) dikerahkan untuk 
memungut pajak berupa hasil hutan dan laut penduduk pesisir Papua Barat dan Barat Daya 
(Bachtiar 1993; Jayadi 2016). Di awal kekuasaan kesultanan Tidore, banyak menunjuk 
masyarakat lokal sebagai penguasa yang menjadi delegasi pemerintah kesultanan Tidore di 
wilayah tersebut. Setelah Kesultanan Tidore takluk dari Belanda, Kepulauan Raja Ampat 
menjadi bagian klaim Hindia-Belanda. Masyarakat Kepulauan Raja Ampat umumnya 
nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang letaknya berjauhan dan 
berbeda pulau. 

Hal ini seiring dengan data BPS Kabupaten Raja Ampat (2023) dan Pongantung (2018) 
yang menyatakan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Raja Ampat tinggal di daerah 
pesisir, hal ini terlihat dari topografi wilayah di mana sebanyak 107 kampung merupakan 
kampung pesisir dan 14 kampung berada di luar kawasan pesisir. Perjalanan sejarah 
membentuk peradaban sosial dan budaya di Pulau Manyaifun menyiratkan adanya 
perpaduan budaya dan sosial kelembagaan masyarakatnya. Terjadi proses perpindahan, 
perkumpulan dan kemudian membuat permukiman secara menetap hingga membentuk 
struktur sosial yang kuat di Kampung Manyaifun. Hal ini dapat diidentifikasi melalui 
bahasa daerah dan nada dialek yang beragam. 

Penerapan Kearifan Lokal sebagai Basis Perlindungan Sumber Daya 
Perikanan di Kampung Manyaifun

Sejarah Masyarakat Adat di Kampung Manyaifuna).
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Secara umum, bahasa resmi masyarakat Kampung Manyaifun adalah Bahasa Indonesia 
tetapi sebagian masyarakat, orang dewasa maupun orang tua, lebih banyak berkomunikasi 
menggunakan bahasa lokal, mengikuti bahasa lokal asal usul daerahnya seperti; bahasa Biak 
Betue dan Tidore dengan dialek Kampung Manyaifun, namun seiring berjalannya waktu 
komunikasi menggunakan bahasa asli yang dilakukan semakin berbaur dengan kehidupan 
sosial masyarakat yang majemuk sehingga membentuk perpaduan antara kedua bahasa 
tersebut, alhasil bahasa asli Manyaifun dapat dipahami oleh kedua komunitas masyarakat 
di kampung hingga saat ini. Selain terjadi akulturasi masyarakat di Kampung Manyaifun 
juga terjadi perpaduan adat dari dua kelompok masyarakat (Biak betue dan kesultanan 
Tidore), hal ini terlihat dari eksistensinya kepercayaan masing-masing warga masyarakat 
berdasarkan adat dan sejarah dan berbaur dan menyatu di Kampung Manyaifun. 

Masyarakat Manyaifun merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang telah mengalami 
akulturasi budaya dan adat secara kelembagaan dengan masyarakat Kesultanan Tidore sejak 
lama pada masa leluhur awal mendiami di wilayah tersebut. Hal ini turut mempengaruhi 
kebiasan masyarakat dalam berinteraksi secara sosial kelembagaan ekonomi, bahkan juga 
berpengaruh terhadap perkembangan adat dan budaya masyarakat Manyaifun. Selain 
perubahan pada struktur sosial, kebiasaan yang turut berdampak ialah interaksi masyarakat 
terhadap lingkungan (ekologi) hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya  alam 
khususnya sumber daya pesisir dan lautan yang sebelumnya dikenal dengan istilah kabrus 
kemudian saat ini mengalami metamorfosis dengan nama sasi.

Praktik-praktik perlindungan sumber daya alam berdasarkan kepercayaan masyarakat 
lokal telah lama dilakukan oleh masyarakat Manyaifun di masa leluhur. Dalam perjalanan 
sejarah masyarakat Manyaifun saat ini, sebagian praktik kearifan lokal itu masih diterapkan 
walaupun mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Menurut (Soemardjan 1990; 
Soekanto 2013; Pongantung 2018), menyatakan “perubahan sosial menyangkut segala 
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, 
yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola 
perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”.  
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Wilayah Adat Kampung Manyaifunb).

Batas wilayah sasi yang ada di Kampung Manyaifun hingga saat ditentukan berdasarkan 
pengetahuan awal masyarakat yang menyesuaikan dengan habitat biota yang akan di sasi. 
Penetapan lokasi yang berjalan selama ini masih bersifat sementara. Indikasi ini diketahui 
melalui adanya usulan lokasi sasi lain yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan sasi di masa 
mendatang. Hal ini pun turut memengaruhi mekanisme pelaksanaan sasi yang belum 
berjalan sesuai dengan konsep sasi pada masa leluhur sebelumnya. Untuk itu perlu ada 
kesepahaman seluruh stakeholders agar dapat menentukan lokasi yang sesuai dan jenis 
biota yang akan di sasi pada masing-masing lokasi tersebut. Salah satu upaya itu dapat 
dilakukan melalui ketersediaan Dokumen Peraturan Kampung Manyaifun.

Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa lahan tanah, air, dan atau perairan beserta 
sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, melestarikan 
dan memanfaatkan secara berkelanjutan turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan 
kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat (Damanik et al. 2006). 

Pelaksanaan adat sasi yang diterapkan di Kampung Manyaifun bersifat parsial tersebar 
pada beberapa kawasan dalam gugus Kepulauan Manyaifun. Namun jika merujuk pada 
lokasi pengamatan Kerang kima maka kawasan sasi di perairan kepulauan Manyaifun dapat 
dibagi pada beberapa zona di perairan neritik. Perlu diketahui bahwa praktik sasi terhadap 
Kerang kima di Kampung Manyaifun sejak tahun 2000-an telah ditinggalkan/terlupakan. 
Kondisi ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait 
kerang kima sebagai salah satu kerang yang dilindungi. Selain itu juga terjadi perubahan 
paradigma masyarakat terhadap budaya sasi mengikuti beberapa wilayah lain di Raja 
Ampat, yang umumnya melakukan sasi pada sumber daya perikanan tertentu selain kima 
seperti; lola, teripang dan lobster.

Tidak berbeda jauh pelaksanaan sasi pada sumber daya perikanan teripang, lola dan lobster, 
praktik sasi yang sebelumnya mengikuti siklus masa tertentu sesuai kebiasaan para leluhur 
Kampung Manyaifun sempat dihentikan. Namun adanya kesadaran terhadap penurunan 
sumber daya perikanan yang dirasakan oleh masyarakat Manyaifun mendorong munculnya 
keinginan untuk kembali menerapkan adat sasi sumber daya perikanan secara kolektif 
meliputi sasi teripang, lola, lobster dan kima. Penerapan sasi kembali, diharapkan dapat 
menjaga kelangsungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati laut.
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Perkembangan sasi saat ini dilakukan berdasarkan momentum sesuai hari besar keagamaan 
atau hari perayaan tertentu yang dianggap penting/sakral, bukan berdasarkan siklus massa 
waktu secara tahunan yang mengacu pada konsep buka dan tutup. Sasi secara umum juga 
dipraktikan pada beberapa daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. 

Beberapa penyebab perubahan paradigma sasi di Manyaifun terjadi akibat adanya 
transformasi kebiasaan yang negatif terhadap paham-paham modern dan alasan lain yang 
dipengaruhi karena kebutuhan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga. Jika merujuk pada sejarah leluhur, adat sasi pada kerang kima bermula dari 
mitos-mitos tertentu yang berkembang pada masyarakat Manyaifun. Yakni dengan adanya 
anggapan bahwa kerang kima merupakan hewan yang diyakini memiliki nilai kesakralan 
bagi masyarakat. Sebab itu, masyarakat percaya jika kima diambil maka akan berdampak 
terhadap kehidupan penduduk lokal, seperti; mengalami musibah, sakit bahkan sampai 
pada kematian, tidak hanya pada orang yang mengambil kima tetapi juga berdampak 
terhadap keluarganya. Menurut (Deda dan Mofu 2014), salah satu perubahan paradigma 
masyarakat adat terhadap keyakinan budaya yang telah diyakini secara turun temurun 
adalah transformasi budaya modern yang menempatkan tradisi dan adat sebagai paham 
negatif yang saat ini sudah tidak relevan untuk dipertahankan. 

Lokasi sasi di perairan gugus Pulau Manyaifun hingga saat ini belum diatur secara jelas 
berdasarkan ketentuan hukum adat. Lokasi sasi yang ada sekarang merupakan acuan 
lokasi yang ditetapkan berdasarkan pengalaman sebelumnya oleh leluhur pada masa 
lalu. Berdasarkan informasi dari tokoh adat dan agama kondisi ini dipengaruhi karena 
budaya sasi sempat mengalami mati suri (terhenti), sekitar tahun 2000-an. Sejatinya secara 
turun-temurun, masyarakat Kampung Manyaifun telah mengetahui pembagian wilayah 
adat sasi baik di darat dan laut. Pembagian sasi laut ada di perairan neritik Bagian Utara 
Pulau Manyaifun dan bagian Barat Daya Pulau Batang Pele. Namun saat ini masyarakat 
sedang mengusulkan untuk menambah lokasi sasi pada beberapa kawasan lain seperti di 
perairan neritik Pulau Tamaguli dan Meoskodon, juga pada bagian Timur Tenggara Pulau 
Manyaifun dan bagian Selatan Pulau Batang Pele.  Kawasan sasi di Kampung Manyaifun 
dapat dilihat pada (Gambar 29).

Berdasarkan hasil overlay terhadap lokasi sasi laut di Kampung Manyaifun, diketahui 
bahwa terdapat 2 zona Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya 
(KKKRALS) yang berafiliasi dalam perairan gugus Kepulauan Manyaifun, yaitu; 1) Zona 
Pemanfaatan Terbatas dan 2)  Zona Inti. Jika mengacu pada data ini, maka identifikasi 
lokasi Sasi di Kampung Manyaifun yang berjalan selama ini, diketahui berada di luar 
kawasan konservasi.
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Hasil tumpang susun (overlay) lokasi sampling kerang kima di bagian barat laut Pulau 
Manyaifun, diketahui sedikit berafiliasi dengan zona pemanfaatan terbatas KKKRALS,. 
Sedangkan zona inti berada di luar kawasan pembagian sasi di Kampung Manyaifun. 
Namun dalam proyeksi lokasi sasi yang akan diusulkan sebanyak 4 lokasi maka dapat 
dipastikan bahwa terdapat 2 lokasi sasi yang akan berafiliasi dengan KKKRALS yaitu di 
bagian Utara Pulau Tamaguli dan Utara Pulau Manyaifun sedangkan 2 lokasi usulan baru 
tetap masih berada di luar KKKRALS.

Pengelolaan sumber daya hasil lautan berbasis kearifan lokal di Kampung Manyaifun 
berupa sasi laut tidak ditempatkan pada seluruh kawasan pesisir dan laut, begitu juga tidak 
memberlakukan sasi pada semua sumber daya perikanan hanya pada biota tertentu, seperti 
contoh; sasi untuk pengambilan biota: Bia Garo/Kerang kima, teripang, lobster dan lola, 
sedangkan jenis biota lainnya tidak di sasi. Dalam pelaksanaannya ada batas wilayah yang 
masuk dalam kawasan sasi dan ada lokasi di luar kawasan sasi. Jika merujuk pada penjelasan 
ini, maka sasi laut diperuntukan hanya pada ekosistem perairan pesisir di mana menjadi 
habitat dari biota yang akan di Sasi. 

Pendapat (Kusumadinata 2017) alasan terpenting diberlakukan sasi laut pada wilayah 
pasang surut atau meti, adalah fakta bahwa kawasan pasang surut merupakan kawasan 
utama sumber pangan masyarakat kampung, terutama pada saat-saat musim paceklik 
atau cuaca buruk (laut bergelombang), di mana tidak mungkin nelayan melaut lebih 
jauh. Dalam perspektif ini maka konsep Other Effective Area-Based Conservation Measure 
(OECM) dianggap dapat menjadi salah satu solusi untuk konservasi yang ramah bagi 
ekosistem dan keanekaragaman hayati, juga secara bersamaan dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat lokal sekitar kawasan terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan dari 
masa ke masa.

Menurut (Ihsan et al. 2020), keberadaan OECM dapat meningkatkan partisipasi dan 
kontribusi dari berbagai pihak selain pemerintah, seperti swasta, komunitas lokal/adat, 
militer, dan stakeholder lain dalam mendukung upaya konservasi pelestarian keanekaragaman 
hayati in-situ.
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Aturan Adat 

Aturan adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber 
pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, dan senantiasa 
ditaati juga dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, juga mempunyai akibat 
hukum atau sanksi.

Mengacu pada penjelasan di atas maka diketahui terdapat berbagai macam keyakinan adat 
dan budaya masyarakat yang melekat di Kampung Manyaifun berdasarkan kepercayaan 
tertentu (magisch religious) yang sakral dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat secara 
turun temurun. Kepercayaan itu menyangkut tempat keramat dan sanksi hukum alam 
(natural punishment) yang diterima jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan tersebut. 
Uniknya keyakinan yang bersumber dari kebiasaan adat tersebut telah diakui dan 
disepakati secara kolektif oleh seluruh masyarakat Manyaifun, walaupun dalam praktik 
pelaksanaannya hak dan kewenangan dewan adat berjalan seiring dengan tokoh agama dan 
melalui kesepakatan dari 2 komunitas masyarakat yang hidup berbaur dalam Kampung 
Manyaifun. 

Menurut (Sidharta 2002; Thontowi 2015), Magisch Religieus diartikan sebagai pola pikir 
yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. 
Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara 
dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat 
mempercayai bahwa setiap perbuatan dalam segala bentuknya akan mendapat imbalan 
dan hukuman (reward and punishment) dari Tuhan. 

Aturan adat sasi di Kampung Manyaifun tidak diperuntukan untuk seluruh sumber 
daya perikanan dan kelautan tanpa batas. Melainkan diatur pada jenis spesies perikanan 
tertentu dan juga pada kawasan yang telah ditetapkan secara adat. Artinya, hukum adat 
sasi hanya berlaku pada sumber daya perikanan di habitat perairan neritik seperti; lola, 
teripang, lobster dan kima. Sedangkan sumber daya perikanan lain tidak diatur dalam 
hukum adat sasi, sehingga masih bebas ditangkap atau diambil oleh masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keseharian. Di awal penerapan sasi pada masa leluhur, prosesi 
pelaksanaannya dilakukan secara tradisional mengikuti tata cara leluhur berdasarkan aturan 
adat dan berjalan dengan sakral.

c).
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Seperti saat pelaksanaan sasi diawali dengan upacara adat menggunakan perahu dengan cara 
melakukan kunjungan pada beberapa tempat keramat atau sakral di sekitar gugusan Pulau 
Manyaifun, Pulau Kuburan, dan Pulau Batang Pele. Pada setiap lokasi singgah di tempat 
sakral tersebut dilakukan prosesi adat seperti pemujaan atau doa-doa yang dipanjatkan 
pada Sang Pencipta. Setelah seluruh prosesi ini selesai, dewan adat melakukan penetapan 
kegiatan sasi di Kampung Manyaifun dan dipatuhi secara kolektif. Namun saat ini bentuk 
prosesi adat dengan mekanisme yang dijalankan leluhur Kampung Manyaifun telah 
mengalami perubahan, dan tidak lagi diterapkan pada saat pelaksanaan sasi dilakukan. 
Saat ini pelaksanaan sasi lebih banyak dikendalikan oleh tokoh agama, sedangkan tokoh 
adat yang berada dalam Dewan Adat bertugas sebagai pelaksana adat sasi dan menjelaskan 
aturan sasi dalam perspektif aturan adat Kampung Manyaifun.

Berkaitan dengan pelanggaran hukum adat sasi diatur berdasarkan keputusan adat dan 
agama, jika ada personal/individu dalam komunitas adat Kampung Manyaifun melanggar 
aturan sasi maka akan mendapatkan sanksi adat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, 
berupa hukum alam dalam berbagai bentuk, seperti mendapat musibah, kecelakaan, sakit 
hingga berujung kematian. Pelanggaran ini dapat ditebus atau diminimalisir hanya melalui 
permohonan maaf/ampunan yang wajib dilakukan kepada dewan adat dan agama yang 
menjadi lembaga sakral dalam menjalankan aturan sasi tersebut, biasanya dalam bentuk 
denda atau permintaan pengampunan/permohonan maaf dengan sanksi tertentu yang 
diatur oleh lembaga adat dan agama.

Menurut (Salim 1999; Haji 2022), dijelaskan bahwa proses pembangunan termasuk 
pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung dalam suatu kawasan adat harus 
memperhatikan hukum adat atau norma-norma lama yang berkembang di dalam 
masyarakat, karena hukum adat merupakan mekanisme kontrol bagi perilaku dan tindakan 
manusia.

Tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi bagian dari 
harta yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok masyarakat termasuk persekutuan 
adat yang diakui serta dihormati, dalam pelaksanaannya diatur dan dikelola secara baik 
oleh Negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Pernyataan ini memberikan informasi 
bahwa kekayaan alam pada suatu wilayah dalam perspektif masyarakat adat menjadi bagian 
yang terintegrasi dalam kekayaan kolektif pada wilayah adat. Bentuk kekayaan/harta yang 
dimiliki oleh masyarakat Kampung Manyaifun yang disepakati dan diakui sebagai bagian 
dari harta dan kekayaan adat ialah; tanah ulayat dan sumber daya daratan maupun lautan 
yang berada dalam batas administratif Kampung Manyaifun.

Harta/Kekayaaan/Benda Adatd).
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Tanah ulayat di Kampung Manyaifun bersifat komunal, termasuk di dalamnya sumber 
daya pesisir, laut dan pulau kecil yang mengandung kekayaan alam (flora dan fauna) beserta 
sumber daya lain di atasnya menjadi kekayaan dan harta masyarakat Manyaifun secara 
kolektif dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat dari generasi 
ke generasi. Negara melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria yang disingkat UUPA memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum 
Adat untuk menunjukan tanah yang menjadi hak ulayatnya dan diakui bersama, dikelola 
dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Alting (2011) dan Welerubun (2019) menyatakan bahwa, hak ulayat merupakan 
kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan tempat 
di mana mereka tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka, di dalamnya terdapat 
sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah ulayat tersebut. Hak tersebut memberikan 
kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan dan memanfaatkan 
tanah dan sumber daya alam lain yang berada di darat dan laut, sebagai kekayaan dan 
harta komunal yang ada di dalam wilayah tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. 

Merujuk pada pernyataan di atas, maka Kampung Manyaifun memiliki kekayaan dan 
harta yang melimpah baik di wilayah daratan maupun lautan. Luas wilayah administratif 
Kampung Manyaifun yang meliputi 7 pulau kecil lain dalam gugusan pulau ini menunjukan 
bahwa terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif masyarakat dalam gugusan pulau kecil seperti di Manyaifun, basis 
kekayaan alam akan selalu identik dengan potensi ekosistem dan keanekaragaman hayati 
pesisir dan laut.  Salah satu contoh harta dan kekayaan itu adalah sumber daya perikanan 
dan kelautan seperti; lola, teripang, lobster, penyu, ikan pari dan kerang kima. Selain itu 
terdapat jasa ekosistem bahari yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menopang 
ekonomi masyarakat Manyaifun, seperti ekosistem hutan mangrove (mangrove forest), 
pantai berpasir (sand beach), padang lamun (seagreass weed) dan terumbu karang (coral 
reef). Potensi jasa ekosistem terdistribusi merata pada seluruh perairan neritik di gugus 
pulau Manyaifun. Dengan tata kelola yang baik berbasis kearifan lokal maka sumber daya 
ini dapat dikembangkan untuk menumbuhkan industri pariwisata bahari unggulan di 
Raja Ampat  melalui konsep ekowisata.

Sasi wilayah laut di Kampung Manyaifun disesuaikan dengan petuanan/hak ulayat laut 
milik komunal, kepunyaan bersama seluruh warga masyarakat adat Manyaifun.
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Hal ini dimaknai bahwa lokasi sasi yang diberlakukan bukan milik pribadi atau kelompok 
keluarga tertentu, sehingga perlu diatur pengelolaannya dengan baik dan adil karena 
dapat menjadi pemicu konflik dalam masyarakat, akibat terjadi monopoli ruang laut dan 
mengambil hasil sasi. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat praktik sasi pribadi di 
Manyaifun namun luasan sasi relatif kecil.

Peruntukan sasi pribadi hanya dikhususkan secara langsung pada pemilik lahan. Proses 
ini terjadi akibat ada permintaan secara pribadi atau keluarga kepada dewan adat dan 
agama untuk melaksanakan sasi sesuai permintaan keluarga tertentu. Sasi pribadi yang 
diajukan biasanya berada di sekitar area rumah atau tempat tinggal. Sasi laut di Kampung 
Manyaifun diberlakukan pada beberapa kawasan yang telah disepakati bersama dewan 
adat dan agama, umumnya berada di sekitar perairan neritik atau daerah pasang surut. 
Kusumadinata (2015) menyatakan bahwa, sasi pada daerah pasang surut atau sering disebut 
sasi meti adalah jenis sasi laut yang paling umum dan paling sering dilakukan Maluku dan 
Papua. Hal itu  karena berkaitan dengan jenis biota yang di sasi, yang tergolong organisme 
yang menempati habitat pesisir pantai pada ekosistem padang lamun dan terumbu karang.

Tarik ulur antara penerapan sistem pemerintahan desa berbasis adat dengan sistem 
pemerintahan modern di Indonesia telah terjadi sejak Indonesia merdeka. Desa tradisional 
yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan nilai-nilai 
lokal yang dipaksa untuk menjadi desa modern sejak 1945, kemudian diubah kembali 
menjadi desa berbasis nilai-nilai tradisional sejak tahun 2016 by law (Antlöv et al. 2016). 
Kelembagaan lokal menurut Sukanto (1994) dan Haji (2022), mempunyai tiga fungsi di 
antaranya (a) Meningkatkan kapasitas sosial (social capacity) untuk melakukan tindakan 
yang terkoordinasi. (b) Memperbolehkan individu berintegrasi secara reguler di antara 
anggota dan memberdayakan (empower) individu sebagai pelaku aktivitas pembangunan. 
(c) Menyediakan struktur yang stabil untuk bertindak dalam mencapai tujuan kelompok.

Fenomena struggle indigenous group memiliki tradisi yang berbeda dengan nilai-nilai 
modern adalah fenomena yang terjadi di banyak negara. Kajian atas persilangan atau 
akulturasi antara budaya tradisional kehidupan modern yang terjadi di antara kelompok 
tersebut menggambarkan hasil yang mengejutkan. Harus diakui bahwa pengakuan atas 
eksistensi desa/kampung adat secara normatif semakin kuat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Indonesia. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun dalam penyelenggaraan 
pemerintah di beberapa desa/kampung adat di Indonesia masih terpelihara dan dapat 
ditemukan di tengah-tengah penyelenggaraan pemerintahan modern dewasa ini.

Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adate).
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Masyarakat adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), 
genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga turut 
mempengaruhi struktur kelembagaan adat dan implementasi pelaksanaan adat dari 
suatu tempat ke tempat lainnya, namun tetap memiliki corak yang sama (Titahelu 1998; 
Thontowi et al. 2008). 

Masyarakat Kampung Manyaifun adalah sekumpulan warga dengan ikatan kesamaan 
leluhur dan wilayah (genealogis-teritorial), secara geografis telah hidup menempati wilayah 
gugusan Pulau Manyaifun sejak ratusan tahun, kurang lebih sejak abad 16. Memiliki 
pranata dan norma sosial yang melekat kuat dalam sistem kelembagaan lokal yang sama-
sama dipatuhi. Selain itu masyarakat Manyaifun dalam praktiknya juga menjalankan sistem 
hukum adat yang mengikat, memiliki perangkat adat yang dipatuhi, mempunyai tempat 
di mana administrasi kekuasaan dan prosesi adat dapat dikoordinasikan secara bersama, 
tersedia lembaga atau perangkat penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat 
sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Namun kelembagaan adat 
di Kampung Manyaifun juga dipengaruhi oleh lembaga agama (pendeta). Hal ini dapat 
diidentifikasi melalui tahapan pelaksanaan sasi yang merupakan salah satu bentuk kearifan 
lokal untuk melindungi sumber daya alam hingga batas waktu tertentu untuk kemudian 
dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat kampung.

Awal pelaksanaan sasi oleh leluhur Kampung Manyaifun berkaitan dengan pelaksanaan 
Hukum Adat sasi yang diatur oleh seorang tokoh adat bersama tokoh masyarakat yang 
kharismatik. Saat itu belum ada lembaga adat atau dewan adat yang bertugas sebagai 
pelaksana kegiatan sasi. Namun seiring waktu berjalan terjadi metamorphosis sistem sasi 
mulai dari bentuk pelaksanaan, aturan dan juga sanksi.

Di Kampung Manyaifun kewenangan dalam urusan adat diberikan pada Dewan Adat 
yang terdiri dari tetua/sesepuh dari kalangan agama Islam dan agama Kristen, yang telah 
diakui pemahamannya tentang budaya dan adat secara geneologis dari leluhur Kampung 
Manyaifun di masa lalu. Kedudukan Dewan Adat di Kepulauan Manyaifun Raja Ampat 
agak berbeda dengan masyarakat di Kepulauan Maluku. Kedudukan Dewan Adat di 
Maluku disebut dengan Saniri Negeri, berkedudukan sebagai pengendali seluruh urusan 
adat dalam Kampung. Peruntukan adat berkaitan dengan sasi setelah diputuskan oleh 
Saniri Negeri maka selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Adat yang akan bertugas 
melaksanakan sasi biasanya disebut Kewang. Penerapan ini cenderung berbeda dengan 
apa yang dilakukan masyarakat di Kampung Manyaifun, di mana dalam pelaksanaan sasi 
posisi Dewan Adat dapat bertindak sebagai pelaksana sasi secara langsung tanpa harus 
memberikan kewenangan kepada lembaga di bawahnya.
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Tabel 8. Struktur dan Peran Kepengurusan Sasi di Kampung Manyaifun

Sumber: Informasi dari tokoh adat dan agama Kampung Manyaifun (2023)

Struktur Peran

Dewan Adat
1. Tetua/Sesepuh Agama Kristen
2. Tetua/Sesepuh Agama Islam

Menjalankan aturan adat, menetapkan waktu dan 
mengawasi pelaksanaan sasi

Majelis Agama (Pendeta) Menetapkan waktu, mengawasi dan memberikan 
Sanksi

Bendahara (Perangkat Kampung) Menerima dana pelaksanaan sasi,  sejak tutup 
sampai buka sasi dan hal lain terkait denda

Anggota (Tokoh Masyarakat, Pemuda, Agama 
dan Adat)

Melakukan kontrol/pengawasan pelaksanaan sasi 
di tingkat masyarakat

Praktik sasi di Kampung Manyaifun diatur oleh kelembagaan adat (tokoh adat) dan agama 
(pendeta). Tokoh adat dan pendeta bersama-sama menentukan waktu, tempat/lokasi dan 
kekayaan/harta dari sumber daya alam apa yang akan dilakukan sasi. Seluruh prosesi dalam 
persiapan sasi dibicarakan secara kelembagaan di gereja maupun di balai kampung. Setelah 
disetujui maka informasi sasi disampaikan kepada masyarakat melalui tokoh adat dan agama 
kepada pemerintah kampung untuk selanjutnya dilakukan persiapan pelaksanaan sasi. Lembaga 
adat dalam konteks ini adalah sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pelaksanaan sasi, dan 
hubungannya dengan pengawasan selama sasi berlangsung.

Umumnya sasi diberlakukan sesuai ketentuan waktu berdasarkan kebutuhan pemerintahan dan 
masyarakat kampung juga berkaitan dengan jenis sumber daya alam yang akan di sasi. Seperti 
contoh sasi kelapa biasanya berlangsung selama 3-6 bulan sebelum dipanen untuk kebutuhan 
bersama. Contoh lain sasi teripang dan lobster dapat berlangsung selama 2–3 tahun dan sasi 
kerang raksasa dilakukan dalam jangka waktu umumnya >5 tahun.Menurut Titahelu (1998), 
Thontowi et al. (2008), dan Welerubun (2019), bahwa keberadaan lembaga adat dalam fungsi 
pembagian kerja pada masyarakat tradisional organik memberikan kontribusi besar mengenai 
fungsi dan peranan anggota masyarakat dan fungsionaris adat dalam meningkatkan integritas 
sosial.

Dewan Adat di Kampung Manyaifun bersama tokoh agama (Pendeta) berwenang untuk 
menetapkan waktu, lokasi pelaksanaan dan pengawasan sasi dilakukan. Untuk lebih jelas 
pembagian struktur dan peran pelaksana sasi di Kampung Manyaifun terdapat pada (Tabel 8).
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Pemerintah Kampung Manyaifun dalam prosesi tersebut akan memberikan informasi kepada 
masyarakat Kampung untuk kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan sasi kepada 
pemerintah kampung tetangga dalam batas wilayah administratif Manyaifun sebagai informasi 
bahwa kegiatan sasi di Kampung Manyaifun akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk penghargaan dari wujud kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin lama dengan 
warga masyarakat di kampung lain. Harapannya ialah batas sasi yang telah ditetapkan dapat 
diketahui dan dipatuhi secara bersama-sama dan menjaga pelaksanaan adat sejak awal (tutup 
sasi) hingga tahapan akhir (buka sasi). Selain itu diharapkan tidak ada pelanggaran dan kesalahan 
yang ditimbulkan dari pelaksanaan adat sasi akibat ketidaktahuan informasi dalam pelaksanaan 
sasi. Hal ini berkaitan dengan prosesi adat sasi yang dijalankan dipagari aturan hukum dan sanksi 
adat tertentu, terikat dan diyakini oleh masyarakat Kampung Manyaifun. Sehingga apabila 
terjadi pelanggaran maka dapat mendatangkan musibah/petaka bagi individu atau kelompok 
pelanggar tersebut. 

Putri et al. (2020) menyatakan bahwa, umumnya keyakinan masyarakat Papua percaya bahwa 
ada peranan leluhur kampung dalam melindungi wilayah, harta/kekayaan dan anak keturunan 
warga lokal. Bahkan keyakinan itu sampai membentuk keyakinan terhadap pelaksanaan adat 
sasi. Seperti kasus pelanggaran sasi dapat berdampak buruk pada kesehatan seperti buta, lumpuh, 
hingga kematian. Hukuman ini dipercaya datang dari para leluhur karena di luar kendali manusia.
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Perkembangan Budaya Kearifan Lokal di Masyarakat Kampung 
Manyaifun

Perkembangan budaya yang menjadi kearifan lokal di Kampung Manyaifun masih sangat 
dipahami dengan baik oleh para tokoh kampung dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, 
terdapat dinamika berdasarkan fenomenologi yang diketahui, yaitu:

1. Bentuk kearifan lokal perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan (SDI), termasuk kerang 
kima atau bia garo, di Kampung Manyaifun telah ada dan dilaksanakan sejak lama (> 
tahun 70-an) dengan nama lokal kabrus yang kemudian saat ini dikenal dengan nama sasi.

2. Perlindungan SDI menggunakan konsep kabrus yang identik dengan adat dan tradisi, 
mengacu pada kepercayaan leluhur dan tempat yang dikeramatkan. Aturan dalam sistem 
ini sangat mengikat dan sakral, wajib dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Kampung 
Manyaifun pada masanya.

3. Bentuk perlindungan adalah larangan pengambilan SDI, menggunakan tanda daun 
kelapa yang dipancang dalam substrat/melayang di perairan sebagai bentuk pelaksanaan 
kearifan lokal.

4. Ada upacara adat khusus yang dilakukan pada sejumlah tempat yang dikeramatkan oleh 
masyarakat lokal sebelum pelaksanaan kegiatan.

5. Perlahan seiring waktu berganti kearifan lokal perlindungan SDI konsep kabrus berubah 
menjadi sasi. 

6. Penerapan sasi sudah dilakukan di tahun 90-an sampai sekarang, namun sasi diterapkan 
secara parsial oleh personal (pribadi) dan tidak melalui lembaga adat/masyarakat/agama. 
Walaupun sempat diberlakukan secara kelembagaan masyarakat tetapi tidak secara reguler 
terus dijalankan dari tahun ke tahun. Melainkan disesuaikan dengan kebutuhan kampung.

7. Pelaksanaan perlindungan kearifan lokal, baik kabrus maupun sasi, berlaku kepada seluruh 
masyarakat Kampung Manyaifun tanpa terkecuali, dan disosialisasikan pada masyarakat 
luar Kampung Manyaifun (kampung tetangga). Sehingga, pemberitahuan bahwa sasi SDI 
sedang dijalankan sudah dilakukan sebelumnya.

8. Sebagian nilai leluhur yang dijalankan pada masa lalu mengalami distorsi, sehingga saat 
ini banyak generasi muda/milenial tidak mengenal sistem kearifan lokal perlindungan 
SDI tersebut.
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9. Kearifan lokal sasi sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hasil tangkapan 
SDI yang lebih baik.

10. Kampung Manyaifun merupakan salah satu Kampung Adat di Raja Ampat, berkembang 
dari sejarah yang panjang. Generasi awal berasal dari wilayah Biak Betue dan Kerajaan 
Tidore. Akulturasi budaya kedua generasi ini kental dan membentuk peradaban baru di 
Kampung Manyaifun. Tetapi, perlahan adat dan tradisi yang berkembang sebelumnya 
menjadi hilang dan saat ini masyarakat lebih banyak mengikuti perkembangan kehidupan 
masa kini. Tradisi dan adat hanya berlaku untuk upacara perkawinan. Budaya sasi yang 
ada dijalankan sebagai bagian dari kearifan lokal, yang merupakan elaborasi antara adat 
dan agama. 

11. Keyakinan terhadap adat dan budaya di Kampung Manyaifun dimanifestasikan dalam 
bentuk tempat yang dikeramatkan, tarian tradisional, dan kepercayaan leluhur yang masih 
mengingat bagi sebagian kecil masyarakat lokal.

12. Aturan dan hukum adat dalam pelaksanaan kearifan lokal berlaku secara tidak tertulis 
tetapi menjadi kepercayaan yang mengikat seluruh masyarakat Kampung Manyaifun.

13. Sejak pelaksanaan sistem perlindungan SDI berdasarkan kearifan lokal (kabrus dan sasi) 
tidak dibuat dalam aturan adat tertulis dan atau dalam bentuk Peraturan Kampung 
(PERKAM). Meskipun demikian, sistem ini diterima dan disepakati oleh masyarakat 
Manyaifun dan berjalan sesuai aturan tidak tertulis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
dari tokoh adat dan agama.

14. Sasi sebagai mekanisme kearifan lokal untuk menjaga dan melindungi SDI khususnya 
kerang kima dilakukan melalui keputusan kolektif tokoh adat dan agama, kemudian 
ditetapkan oleh pemerintah Kampung dan dijalankan/dipatuhi oleh seluruh masyarakat 
Kampung Manyaifun.
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Keragaman penduduk Raja Ampat menciptakan kekayaan budaya lokal. Kemajemukan ini 
berkaitan dengan kondisi geografis, asal usul, dan keyakinan agama, yang disatukan dalam 
kesatuan budaya Nasional. Terciptanya beragam budaya di tengah masyarakat Raja Ampat 
merupakan manifestasi tingkat pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial di tengah 
masyarakat. Adanya kebudayaan di tengah masyarakat memberikan pedoman pada sikap dan 
tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Budaya yang berkembang di 
tengah masyarakat didasarkan pada unsur universal, sosial, politik, ekonomi, teknologi, agama, 
serta bahasa tubuh manusia tersebut (Koentjaraningrat 2009; Sairiltiata, 2023).

Sistem dalam kebudayaan di masyarakat merupakan milik seluruh masyarakat yang berdaya 
dalam kesatuan sistem budaya dan kemudian akan di wariskan kepada generasi penerus untuk 
dapat dilestarikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Perkembangan kearifan lokal untuk perlindungan sumber daya perikanan dan laut di Kampung 
Manyaifun dari masa ke masa sangat dinamis (Gambar 5). Era tahun 70-80an, populasi 
masyarakat di Kampung Manyaifun relatif kecil, terdiri dari masyarakat Biak Betue dan Tidore 
yang telah mendiami kawasan ini sejak lama secara turun temurun. Umumnya, penduduk 
berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan dan sumber daya laut lain memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari dengan menjual hasil tangkapan ikan ke Kota Sorong dan melakukan transaksi 
jual beli secara internal di kampung dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga. 

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan  yang besar di Kampung Manyaifun mendorong 
masyarakat termotivasi menjaga dan mengatur kegiatan penangkapan/pengambilan sumber 
daya perikanan secara berlebihan dan merusak dengan cara meneruskan eksistensi kearifan lokal 
perlindungan hasil laut yang telah berjalan sejak lama melalui penerapan adat sasi. Kesepakatan 
adat ini berlaku untuk seluruh masyarakat Kampung Manyaifun dengan tujuan menjaga 
kelestarian sumber daya perikanan yang ditujukan pada spesies tertentu termasuk kerang kima. 

Legalitas formal terkait pelaksanaan sasi masih belum berjalan secara optimal karena hingga 
saat ini belum diatur berdasarkan Peraturan Kampung. Tetapi dalam praktiknya adat sasi telah 
dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan adat. Pelaksanaan sasi masih dilakukan 
secara terbatas pada pihak-pihak tertentu yang memegang otoritas dalam Kampung Manyaifun. 
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Gambar 7. Perkembangan Sasi di Kampung Manyaifun

Praktik perlindungan terhadap sumber daya pesisir dan laut sejatinya telah dilakukan oleh leluhur 
Kampung Manyaifun sejak ratusan tahun lalu. Pengetahuan lokal ini diperoleh secara turun temurun 
dari generasi ke generasi di awal masa leluhur Manyaifun. Awalnya konsep ini dikenal dengan nama 
kabrus. Kabrus merupakan suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya hasil laut tertentu yang 
diatur melalui aturan dan hukum adat. Konsep ini bersifat sakral, melekat kuat pada keyakinan 
warga dan terdapat hukum adat yang diberlakukan secara langsung oleh perangkat adat. Hasilnya  
masyarakat Manyaifun memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap keputusan adat yang berlaku masa 
itu. 

Seiring waktu berjalan konsep kabrus bermetamorfosis menjadi sasi, namun antara keduanya 
memiliki substansi yang sama yaitu melakukan perlindungan pada sumber daya alam dalam jangka 
waktu tertentu, memiliki mekanisme yang serupa yaitu terdapat prosesi tutup dan buka sasi. Namun 
jika dicermati, terdapat penurunan tingkat kepatuhan dan keyakinan masyarakat dalam menjalankan 
praktik sasi jika dibandingkan dengan konsep kabrus.
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Jika dikenali lebih jauh, diketahui bahwa perbedaan antara kedua kearifan lokal ini hanya terdapat 
pada istilah yang digunakan. 

Asumsi yang pakai adalah penggunaan istilah sasi oleh masyarakat Manyaifun dan umumnya di Raja 
Ampat merupakan konsep larangan ambil sumber daya alam yang popular dan berasal dari daerah 
Maluku. Menurut Alvayedo dan Erliyana (2022), sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan 
sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya 
menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sasi merupakan salah satu contoh 
kearifan lokal yang terpelihara dan dipatuhi dalam praktik hukum di masyarakat pesisir dalam bentuk 
konsep petuanan laut. 

Istilah ini berkembang di Papua melalui akulturasi masyarakat yang terjadi sejak masa kesultanan 
Tidore dan Kerajaan di Maluku di abad ke-16. Sedangkan, kabrus merupakan istilah yang sama untuk 
sasi dan digunakan oleh masyarakat Manyaifun pada masa leluhur dalam berinteraksi menggunakan 
bahasa lokal. Aturan adat yang menerapkan konsep kabrus pada masa lalu dan sasi di masa kini sama-
sama tidak memiliki aturan tertulis. Sejak awal konsep ini diterapkan hingga sekarang pelaksanaan 
hanya dilakukan secara kelembagaan adat dan agama berdasarkan penyampaian lisan terkait tempat, 
waktu dan jenis sumber daya yang akan di sasi dalam suatu pertemuan kampung untuk kemudian 
diumumkan terbuka kepada seluruh warga dan diberlakukan secara kolektif. Uniknya budaya sasi 
terus berkambang walaupun mengalami distorsi yang cukup besar.

Perubahan ini muncul di kalangan generasi milenial yang mana sebagian besar di antara mereka 
tidak banyak mengenal istilah kabrus dan sasi. Persoalan ini semakin kompleks jika transformasi 
pengetahuan tentang kearifan lokal ini terputus hanya sampai pada orang tua dan generasi di atasnya.  
Selain itu perubahan konsep antara Kabrus dan sasi juga terjadi pada tingkatan legitimasi lembaga 
otoritas dalam pelaksanaan praktik tersebut. Dahulu konsep kabrus diketahui bahwa peran lembaga 
adat sangat kuat dan dominan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan kabrus sejak awal sampai 
akhir.

Berbeda dengan konsep Sasi yang diterapkan saat ini, selain lembaga adat, terdapat peran tokoh agama 
dalam setiap pelaksanaan kearifan lokal ini. Bahkan lembaga adat tidak lagi memiliki otoritas yang 
besar dalam penentuan dan pelaksanaan adat sasi melainkan dikembalikan secara penuh pada pihak 
agama (gereja). Hal ini tercermin dari penentuan waktu, lokasi, dan jumlah hasil laut yang akan di sasi 
harus disetujui pihak gereja. Sebagai contoh, pendeta bersama tokoh adat akan melakukan pertemuan 
untuk menentukan kapan waktu pelaksanaan sasi yang ideal diterapkan. Umumnya, dilakukan pada 
saat menyambut perayaan hari besar agama maupun pelaksanaan acara kampung secara kolektif.
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6. Penutup

Kampung Manyaifun memiliki keanekaragaman kima yang cukup tinggi. Berbagai jenis kima yang 
ditemukan di Kampung Manyaifun meliputi Tridacna derasa, Tridacna maxima, Tridacna crocea, 
Tridacna gigas, Hippopus hippopus, dan Tridacna Squamosa. Kepadatan populasi kerang kima diketahui 
berada di lokasi dekat dengan homestay. Tingginya kepadatan di homestay tidak secara alami, melainkan 
akibat kima yang dipindahkan dari sekitar perairan kampung. Hal ini dapat menjadi hal positif dan 
negatif. Positif karena upaya perlindungan kima menjadi lebih mudah karena dianggap memberikan 
dampak ekonomi dengan menjadi objek wisata. Negatif karena mengubah kondisi alami kima dan 
habitatnya. Sementara indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan di setiap lokasi pengamatan 
memiliki nilai yang cenderung rendah, serta indeks dominansi memiliki nilai yang cenderung seragam.

Masyarakat Manyaifun merupakan entitas pengelola yang paling dekat dengan keberadaan kima dan 
sumber daya perikanan setempat. Mereka menyadari peluang pelestarian yang mereka miliki dan juga 
pelestarian kima perlu dikelola melalui kearifan lokal sasi dengan kesepakatan yang dibangun bersama 
pemerintah kampung, tokoh adat, masyarakat, tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat 
setempat. Upaya menjaga eksistensi kearifan lokal yang sudah berlaku dapat membuka kesempatan 
untuk melakukan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis OECM di Kampung Manyaifun.
  
Pengelolaan kima secara lestari sangat penting, karena banyak spesies kima mengalami penangkapan 
berlebih di perairan Pasifik. Pengembangan kawasan perlindungan dengan tujuan sejumlah besar 
kima ditempatkan pada suatu area khusus sangat diperlukan, sehingga perkembangbiakan alami dapat 
berlangsung baik antar kima-kima yang berdekatan. Masa di mana tahap larva kecil mengapung di 
laut adalah sekitar 10 hari dan area khusus tersebut dapat membuat kerang muda menetap di area 
dengan aliran arus lebih rendah, sehingga dapat tumbuh dan akhirnya terkumpulkan.
 
Beberapa lokasi yang bisa menjadi area konservasi berada di daerah homestay dan permukiman 
penduduk (Gambar 8). Lokasi tersebut memiliki keanekaragaman dan kepadatan yang tinggi. Konsep 
pengelolaan berbasis masyarakat dapat diterapkan karena Kampung Manyaifun memiliki modalitas 
sosial dan aturan adat yang sudah ada sejak masa lalu. Meskipun demikian, aturan adat yang ada perlu 
direvitalisasi dan dilembagakan.

Konservasi kima dan sumber daya pesisir dan laut perlu dilembagakan melalui kesepakatan bersama 
di semua level, terutama di masyarakat yang menyertakan semua pihak. Meskipun demikian, upaya 
pengelolaan konservasi kima juga perlu dilakukan dengan membuka dukungan yang lebih luas. 
Sementara peluang menjadi OECM dapat ditempuh sebagai salah satu upaya.
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Oleh karena itu, kriteria-kriteria OECM juga bisa dipenuhi (Tabel 2), dan Kampung Manyaifun 
memiliki potensi untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada.

Secara teknokratik, upaya konservasi kima juga perlu dilakukan secara menyeluruh dari level nasional. 
Dibutuhkan seperangkat tata kelola yang tepat untuk mengelola kima secara efektif. Hal ini dapat 
dimulai dengan level yang paling rendah yaitu tingkat Kabupaten (lokal) terlebih dahulu (Gambar 
9). Asumsi yang dipertimbangkan adalah bahwa insentif sosial ekonomi untuk berpartisipasi dalam 
CBC memungkinkan penduduk Kampung Manyaifun untuk menjaga keanekaragaman hayati, 
meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi secara 
lebih inklusif. Selain itu, dibutuhkan juga suatu kemitraan agar CBC dapat berfungsi optimal. Mitra 
tersebut dapat  bersifat  politis,  sosial,  atau ekonomi dari lokal hingga nasional untuk mengakses 
sumber daya, membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan menyediakan jaringan, atau 
dapat juga mengarusutamakan pengetahuan pada skala yang berbeda misalnya kepada LSM/NGO, 
pemerintah  daerah serta pusat, hingga universitas (Berkes 2007).

Ada banyak faktor yang menentukan hasil sosial dan ekologis dari  CBC yang dapat diterapkan di 
Kampung Manyaifun, di antaranya meliputi faktor-faktor eksogen sosial-politik,  ekonomi, historis, 
dan biofisik, selain kondisi dan proses lokal di Kampung Manyaifun. Hasil sosial dapat diukur dengan 
menilai aset atau stok modal yang dimiliki oleh individu dan rumah tangga. Sementara hasil ekologis 
merupakan bagian dari modal alam, mencakup semua komponen ekosistem abiotik dan biotik, 
proses ekosistem seperti siklus nutrisi dan perubahan vegetasi (hubungan dan fungsi), kekayaan dan 
keanekaragaman spesies (keanekaragaman) termasuk kima, serta memori dan kontinuitas.

Penentuan status kima di Indonesia sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Upaya untuk peningkatan 
jumlah spesies kima di perairan menyiasati pemanfaatan kima dari alam ke pengembangan teknologi 
budi daya, serta upaya restocking. Upaya restocking bertujuan untuk meningkatkan populasi kima, 
pemulihan habitat, serta melindungi proses ekologi dan pemanfaatan secara optimal. Langkah 
awal upaya restocking adalah penentuan lokasi yang sesuai bagi kehidupan kima melalui pengujian 
(assessment) terhadap parameter biologi, fisika, dan biologi perairan (Susiana et al. 2017). Jika dua 
hal tersebut dipadukan, yakni memadukan kearifan lokal dan teknologi, maka kima dan upaya 
konservasinya dapat lestari serta berkelanjutan.
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Gambar 8. Peta Rekomendasi Area Konservasi Kima, Pulau Manyaifun, Raja Ampat

Gambar 9. Model Konseptual Community-Based Conservation (CBC) 

Kampung Manyaifun, Raja Ampat
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